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BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG

NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

Menimbang:

Mengingat

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

—

BUPATI KARAWANG,

bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan
prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan
permukiman, perludilakukan  pengelolaan  dan
penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan
dan permukiman oleh Pengembang kepada Pemerintah
Daerah;

bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam
pengelolaan dan penyerahan prasarana, sarana dan
utilitas perumahan dan permukiman, perlu adanya
pengaturan berkenaan dengan pengelolaan dan
penyerahan prasarana, sarana dan utilitas;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Perumahan dan Permukiman di Daerah, perlu adanya
pengaturan tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Perumahan dan Permukiman yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyerahan
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan
Permukiman;

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah  Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2043);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4444);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5188);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah
Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5252);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai
atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3643);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4532);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 86);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14
Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten
Karawang Tahun 2012 Nomor 14);



19. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun
2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Karawang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah
Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 2);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun
2015 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten
Karawang Tahun 2015 Nomor 2).

21. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun
2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah
Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 8);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran
Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG
dan
BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERAHAN
PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1
Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai wunsur
penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Karawang.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah.

5. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkunganhunian yang
memenuhi standar tertentu untukkebutuhan bertempat tinggal yang
layak, sehat, aman,dan nyaman.

6. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunianyang berfungsi untuk
mendukung penyelenggaraandan Pengembangan kehidupan sosial,
budaya, dan ekonomi.
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Utilitas adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan
hunian.

Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas adalah penyerahan berupa
tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam
bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari Pengembang kepada
Pemerintah Daerah.

Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagiandari permukiman,
baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan
prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan
rumah yang layak huni.

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas
lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana,
sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi
lain dikawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Kawasan siap bangun yang selanjutnya disebut Kasiba adalah
sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas
umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan lingkungan hunian
skala besar sesuai dengan rencana tata ruang.

Lingkungan siap bangun yang selanjutnya disebut Lisiba adalah
sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas
umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan
dengan batas-batas kaveling yang jelas dan merupakan bagian dari
kawasan siap bangun sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

Kavling Tanah Matang (KTM) adalah sebidang tanah yang telah
dipersiapkan untuk rumah sesuai dengan persyaratan dalam
penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah, rencana rinci tata ruang,
serta rencana tata bangunan dan Lingkungan.

Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara
pembangunan perumahan dan permukiman.

Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara
Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan
dan kawasan permukiman.

Masyarakat adalah orang perseorangan yang kegiatannya di bidang
Perumahan dan Kawasan Permukiman, termasuk masyarakat hukum
adat dan masyarakat ahli yang berkepentingan dengan
penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh
atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal
dari perolehan lain yang sah.

Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang dan
bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik
daerah.

Pengguna Barang Milik Daerah adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan barang milik daerah.

Rencana Tapak adalah peta rencana peletakan bangunan atau kavling
dengan segala unsur penunjangnya dalam skala dan batasan luas
lahan tertentu.



21.

Kompensasi penyediaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah
alternatif atau pilihan bentuk penyediaan TPU sebagai kewajiban yang
harus disediakan oleh pengembang yang dikonversikan dalam bentuk
uang dan disetorkan ke rekening kas umum daerah yang selanjutnya
dibelanjakan untuk penyediaan TPU oleh pemerintah daerah.

Bagian Kedua
Tujuan dan Prinsip

Pasal 2

Penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan
dan permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah bertujuan
untuk:

a.

Melindungi aset Pemerintah Daerah dan menjamin keberlanjutan
pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas
perumahan dan permukiman.

memanfaatkan secara optimal atas prasarana, sarana, serta utilitas
untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 3

Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman
dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a.

keterbukaan, yaitu masyarakat mengetahui prasarana, sarana, dan
utilitas yang telah diserahkan dan atau kemudahan bagi masyarakat
untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan prasarana,
sarana, dan utilitas;

akuntabilitas, yaitu proses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas
yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan;

kepastian hukum, yaitu menjamin kepastian ketersediaan prasarana,
sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman sesuai
dengan standar, rencana tapak yang disetujui oleh Pemerintah
Daerah, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat;

keberpihakan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan
prasarana, sarana, dan utilitas bagi kepentingan masyarakat di
lingkungan perumahan dan permukiman; dan

keberlanjutan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin keberadaan
prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan fungsi dan
peruntukannya.

BAB II

PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

(1)

Bagian Kesatu
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Pasal 4

Pengembang dalam melakukan pembangunan perumahan wajib
menyediakan prasarana, sarana dan utilitas dengan proporsi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



(2)

(5)

(6)

Pengembang dalam  melakukan  pembangunan  perumahan
berpedoman pada Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang.

Perumahan dan permukiman terdiri atas:
a. perumahan tidak bersusun;
b. rumah susun.

Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a, berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat
tinggal atau lingkungan hunian berlantai satu atau berlantai dua.

Rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berupa
bangunan gedung bertingkat dalam satu lingkungan yang terbagi
dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah
horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan yang masing-
masing dapat memiliki dan digunakan secara terpisah, terutama
untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda
bersama dan tanah bersama.

Jenis prasarana, sarana dan utilitas dan luasan lahan yang
dipergunakan untuk penyediaan prasarana, sarana dan utilitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rencana Tapak
yang telah disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi
urusan Perumahan dan Permukiman.

Pasal 5

Prasarana, sarana dan utilitas pada perumahan dan permukiman
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

a.

Prasarana, antara lain:

1. jaringan jalan;

2. jaringan saluran pembuangan air limbabh;

3. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan
4. tempat pembuangan sampah.

Sarana, antara lain:

sarana perniagaan/perbelanjaan;

sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
sarana pendidikan;

sarana kesehatan,;

sarana peribadatan;

sarana rekreasi dan olahraga;

sarana pemakaman/tempat pemakaman,;

sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
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sarana parkir.
Utilitas, antara lain:
1. jaringan air bersih;

2. jaringan listrik;



(4)

(5)

(6)

jaringan telepon;
jaringan gas;
jaringan transportasi;

sarana pemadam kebakaran; dan

N o gk WL

sarana penerangan jalan umum.

Bagian Kedua
Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Pasal 6

Prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib diserahkan oleh
Pengembang kepada Pemerintah Daerah.

Penyerahan Prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri dari:

a. Penyerahan administrasi
b. Penyerahan fisik

Penyerahan Prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dibuktikan dengan :

a. Berita Acara Serah Terima Administrasi untuk penyerahan
administrasi;dan
b. Berita Acara Serah Terima Fisik untuk penyerahan fisik.

Berita Acara Serah Terima Administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a, sekurang-kurangnya memuat :

a. identitas para pihak yang melakukan serah terima;

b. rincian jenis, jumlah, lokasi dan ukuran Objek yang akan
diserahkan;

c. jangka waktu pembangunan, masa pemeliharaan dan serah terima
fisik prasarana, sarana, dan utilitas.

Berita Acara Serah Terima Administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a harus dilampirkan :

a. perjanjian antara pengembang dengan Pemerintah Daerah tentang
penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas;

b. rencana tapak yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
c. salinan sertifikat hak atas tanah atas nama pengembang; dan

Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dari pengembang
kepada pemerintah daerah.

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menjadi
dasar persyaratan pemecahan hak atas tanah ke kantor pertanahan.

Pemecahan hak atas tanah prasarana, sarana, dan utilitas
dilaksanakan bersamaan dengan pemecahan kaveling secara
keseluruhan.
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(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(2)

Berita Acara Serah Terima Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b, sekurang-kurangnya memuat :

a. identitas para pihak yang melakukan serah terima;

b. rincian jenis, jumlah, lokasi, ukuran dan nilai obyek yang
diserahkan.

Berita Acara Serah Terima Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b, harus dilampirkan :

a. rencana tapak yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;

b. Berita Acara hasil pemeriksaan/verifikasi kelayakan terhadap
standar dan persyaratan teknis prasarana, sarana, dan utilitas
yang diserahkan; dan

c. asli sertipikat tanah atas nama pemerintah daerah yang
peruntukannya sebagai prasarana, sarana, dan utilitas.

Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan
permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling
lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan dan sesuai dengan
rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.

Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan
permukiman sesuai rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b, dilakukan:

a. secara bertahap atau sekaligus, apabila rencana pembangunan
dilakukan dengan luas lahan lebih dari 5 Ha; atau

b. sekaligus setelah pembangunan selesai, bagi Pengembang
perumahan dan permukiman dengan luas tidak lebih dari 5 Ha;

Dalam hal keadaan tertentu ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (11) huruf b, dapat dilaksanakan penyerahannya secara bertahap
dengan alasan yang dapat dipertimbangkan.

Terhadap penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan
permukiman secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (11)
huruf a dan ayat (12), Pengembang wajib membuat surat pernyataan
pertanggung jawaban atas pemeliharaan dan perbaikan terhadap
segala kerusakan prasarana dan utilitas sebagai akibat masih adanya
kegiatan pembangunan.

Pasal 7

Penyerahan prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf a dan huruf ¢, pada perumahan tidak bersusun berupa
tanah dan bangunan.

Penyerahan sarana pada perumahan tidak bersusun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, berupa tanah siap bangun.

Pasal 8

Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas rumah susun berupa
tanah siap bangun.

Tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di
satu lokasi dan di luar hak milik atas satuan rumah susun.



(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 9

Penyediaan sarana pemakaman/tempat pemakaman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 7, dilakukan dengan cara
menyediakan lahan dengan ketentuan:

a. untuk pembangunan perumahan tidak bersusun, lahan sarana
pemakaman/tempat pemakaman yang disediakan seluas 2% dari
luas lahan yang dikuasai;

b. untuk pembangunan rumah susun, lahan sarana
pemakaman/tempat pemakaman untuk rumah susun komersial
yang disediakan seluas 8 m?2 untuk tiap 1 unit dan untuk rumah
susun umum, rumah susun khusus, rumah susun negara seluas
4 m? untuk tiap 1 unit.

Penyediaan lahan sarana pemakaman/tempat pemakaman
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diupayakan pada lokasi yang
berdekatan dengan TPU yang sudah ada dalam wilayah Kecamatan.

Untuk penetapan lokasi sarana pemakaman/tempat pemakaman yang
akan dikembangkan di luar wilayah kecamatan pembangunan
perumahan, Pengembang harus menyiapkan lahan tpu di kecamatan
terdekat;

Penyerahan lahan sarana pemakaman/tempat pemakaman kepada
Pemerintah Daerah dilaksanakan pada waktu mengajukan
persetujuan Rencana Tapak.

BAB III
KRITERIA PRASARANA, SARANADAN UTILITAS YANG DISERAHKAN

Pasal 10

Prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan, wajib memenuhi
kriteria sebagai berikut:

a. untuk prasarana, tanah dan bangunan telah selesai dibangun
dan dipelihara;

b. untuk sarana, tanah siap bangun atau tanah dan bangunan telah
selesai dibangun dan dipelihara;

c. untuk utilitas, tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan
dipelihara;

Prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan:

a. Harus sesuai dengan standar, persyaratan teknis dan
administrasi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah; dan

b. Harus sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh
Kepala Perangkat Daerah yang berwenang.
Pasal 11

(1) Pengembang yang belum menyelesaikan status hak atas tanah
lingkungan hunian atau Lisiba, dilarang menjual satuan
permukiman.

(2) Orang perseorangan dilarang membangun Lisiba.
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Pasal 12

(1) Pengembang yang membangun Lisiba dilarang menjual kaveling
tanah matang tanpa rumah.

(2) Dalam hal pembangunan perumahan untuk masyarakat
berpenghasilan rendah dengan kaveling tanah matang ukuran kecil,
larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan.

BAB IV
PERSYARATAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS
Pasal 13

Pemerintah Daerah menerima penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas
perumahan dan permukiman yang telah memenuhi persyaratan:

a. umum;
b. teknis; dan
c. administrasi.

Pasal 14

(1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a,
meliputi:

a. lokasi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan rencana
tapak yang sudah disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman;

b. sesuai dengan dokumen perizinan dan spesifikasi teknis
bangunan.

(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan pembangunan perumahan dan permukiman.

(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
huruf ¢, harus memiliki:

a. dokumen rencana tapak yang telah disetujui oleh Kepala
Perangkat Daerah yang berwenang;

b. Izin Mendirikan Bangunan bagi bangunan yang dipersyaratkan;
dan

c. surat pelepasan hak atas tanah dari Pengembang kepada
Pemerintah Daerah.

BAB V
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
Pasal 15

(1) Bupati membentuk Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan
prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman.

(2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
a. Sekretariat Daerah;

b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
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(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

Badan Pertanahan Nasional (BPN);
Perangkat Daerah teknis terkait;

Camat; dan

=0 a0

Kepala Desa/Lurah.

Tim Verifikasisebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh
Sekretaris Daerah.

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16
Tugas Tim Verifikasi adalah:

a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas yang
dibangun oleh Pengembang di wilayah kerjanya secara berkala;

b. melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai
permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas oleh
Pengembang;

c. menyusun jadwal kerja;

melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana,
dan utilitas oleh Pengembang;

e. menyusun berita acara pemeriksaan;
menyusun berita acara serah terima;

g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan
prasarana, sarana, dan utilitas; dan

h. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil
inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana, dan utilitas secara
berkala kepada Bupati.

Tim Verifikasi melakukan penilaian terhadap:

a. kebenaran atau penyimpangan antara prasarana, sarana, dan
utilitas yang telah ditetapkan dalam rencana tapak dengan
kenyataan di lapangan.

b. kesesuaian persyaratan teknis prasarana, sarana, dan utilitas
yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 17

Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 dibantu oleh sekretariat Tim Verifikasi.

Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berada pada Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang atau
perumahan dan permukiman.
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BAB VI
TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 18

Tata cara penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan
permukiman dilakukan melalui:

a. persiapan;
b. pelaksanaan penyerahan; dan
c. pasca penyerahan.
Bagian Kedua
Tahap Persiapan
Pasal 19

Tata cara persiapan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi:

a. Bupati menerima permohonan penyerahan prasarana, sarana dan
utilitas perumahan dan permukiman dari Pengembang;

b. Bupati menugaskan Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan
prasarana, sarana, dan utilitas;

c. Tim Verifikasi mengundang Pengembang untuk melakukan
pemaparan prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan;

d. Tim Verifikasi melakukan inventarisasi terhadap prasarana, sarana,
dan utilitas yang akan diserahkan, meliputi:

1. rencana tapak yang disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah yang
berwenang;

2. tata letak bangunan dan lahan; serta
3. Dbesaran prasarana, sarana, dan utilitas.

e. Tim Verifikasi menyusun jadwal kerja tim dan instrumen penilaian.

Bagian Ketiga
Tahap Pelaksanaan
Pasal 20

(1) Pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilaksanakan sesuai tahapan
sebagai berikut:

a. Tim Verifikasi melakukan penelitian atas persyaratan umum,
teknis dan administrasi;

b. Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian
fisik prasarana, sarana, dan utilitas;
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(2)

c. Tim Verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan dan
penilaian fisik prasarana, sarana, dan utilitas, serta merumuskan
prasarana, sarana, dan utilitas yang layak atau tidak layak
diterima;

d. prasarana, sarana; dan utilitas yang tidak layak diterima
diberikan kesempatan kepada Pengembang untuk melakukan
perbaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan
pemeriksaan;

e. hasil perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana
dimaksud pada huruf d, dilakukan pemeriksaan dan penilaian
kembali;

f.  prasarana, sarana, dan utilitas yang layak diterima dituangkan
dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk disampaikan kepada
Bupati;

g. Bupati menetapkan prasarana, sarana, dan utilitas yang
diterima;
h. Tim Verifikasi mempersiapkan berita acara serah terima,

penetapan jadwal penyerahan dan Perangkat Daerah yang
berwenang mengelola; dan

i. penandatanganan berita acara serah terima prasarana, sarana,
dan utilitas dilakukan oleh Pengembang dan Bupati dengan
melampirkan:

1. daftar Prasarana, Sarana, dan Utilitas;
2. dokumen teknis; dan
3. dokumen administrasi.

Hasil penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi
barang milik daerah dan dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan prasarana,
sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 21

Dalam hal prasarana, sarana dan utilitas ditelantarkan/tidak
dipelihara oleh Pengembang dan belum diserahterimakan kepada
Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah menyampaikan surat
kepada Pengembang untuk memperbaiki/memelihara Prasarana,
Sarana dan Utilitas dimaksud dan selanjutnya diserahkan kepada
Pemerintah Daerah.

Dalam hal Pengembang tidak sanggup memperbaharui/memelihara
sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Pengembang membuat Surat
Pernyataan yang menyatakan bahwa Pengembang tidak sanggup
memperbaiki/memelihara prasarana dan sarana dimaksud.

Berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Pemerintah Daerah membuat Berita Acara Serah Terima Prasarana
dan Sarana, yang akan digunakan sabagai dasar bagi Pengelola
Barang Milik Daerah dalam melakukan pencatatan ke Daftar Barang
Milik Daerah.
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(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 22

Dalam hal pengembang menelantarkan dan belum melakukan serah
terima fisik, maka Berita Acara Administrasi dan lampirannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) dapat
digunakan sebagai dasar oleh Pemerintah Daerah dalam permohonan
pensertifikatan tanah prasarana, sarana, dan utilitas ke kantor
pertanahan.

Dalam hal pengembang tidak diketahui kedudukan dan
keberadaannya dan belum melakukan serah terima administrasi,
maka Bupati melalui pejabat yang ditunjuk membuat berita acara
perolehan hak atas tanah prasarana, sarana dan utilitas.

Setelah prasarana, sarana, dan utilitas dikuasai oleh Pemerintah
Daerah maka Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan
memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kantor Badan
Pertanahan Nasional menerbitkan hak atas tanah.

Pengelola Barang Milik Daerah melakukan pencatatan asset atas
prasarana, sarana, dan utilitas ke dalam Daftar Barang Milik Daerah.

Bagian Ketiga
Tahap Pasca Penyerahan
Pasal 23

Tata cara pasca penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, meliputi:

a.

Bupati menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas kepada
Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara paling
lambat 3 (tiga) bulan setelah penyerahan prasarana, sarana, dan
utilitas dilaksanakan.

Pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan asset atas
prasarana, sarana, dan utilitas ke dalam Daftar Barang Milik Daerah;

Perangkat Daerah yang menerima asset prasarana, sarana, dan
utilitas melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik
Pengguna; dan

Perangkat Daerah yang menerima asset prasarana, sarana, dan
utilitas menginformasikan kepada masyarakat mengenai prasarana,
sarana, dan utilitas yang sudah diserahkan oleh Pengembang.

Bagian Keempat
Pembiayaan Proses Penyerahan

Pasal 24

Segala biaya proses penyerahan dan peralihan hak atas tanah Prasarana,
Sarana, dan Utilitas dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah
dibebankan kepada Pengembang.
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(2)

BAB VII
PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS
Pasal 25

Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengelolaan
prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan oleh Pengembang
kepada Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tapak yang telah
disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah yang berwenang.

Pasal 26

Pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (1) meliputi:

a. mengatur perencanaan prasarana, sarana dan utilitas;
b. memelihara dan mengembangkan prasarana, sarana dan utilitas;

c. menggunakan dan/atau memanfaatkan prasarana, sarana dan
utilitas; dan

d. mengawasi prasarana, sarana dan utilitas.

Kewenangan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas dilaksanakan
oleh Bupati.

Bupati dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dapat melimpahkan kepada Perangkat Daerah terkait
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

Pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas yang telah diserahkan
kepada Pemerintah Daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab
Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pengembang, badan
usaha swasta dan atau masyarakat dalam pengelolaan prasarana,
sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerja sama pengelolaan
prasarana, sarana, dan utilitas dengan Pengembang, badan usaha
swasta, dan masyarakat, pemeliharaan fisik dan pendanaan
prasarana, sarana, dan utilitas menjadi tanggung jawab pengelola.

Pengelola prasarana, sarana, dan utilitas tidak dapat merubah
peruntukan prasarana, sarana, dan utilitas.

Perubahan pemanfaatan dapat dilakukan sepanjang memenuhi
ketentuan :

a. perubahan kondisi alam;
b. force majeur (bencana alam);
c. program Pemerintah.
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BAB VIII
PELAPORAN
Pasal 28

Bupati menyampaikan laporan perkembangan penyerahan prasarana,
sarana, dan utilitas di Daerahnya kepada Gubernur secara berkala setiap
6 (enam) bulan.

(1)

(1)

(2)

(3)

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 29

Bupati berwenang melakukan pengawasan danpengendalian terhadap
pemenuhan kewajiban Pengembangdalam menyediakan dan
menyerahkan prasarana, sarana danutilitas pada perumahan dan
permukiman.

Dalam melakukan pengawasan dan pengendaliansebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bupati dapatmelimpahkan kewenangannya
kepada Perangkat Daerahterkait sesuai tugas dan fungsinya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan
danpengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Bupati.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 30

Penyelenggaraan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas
Perumahan dan Permukiman dilakukan oleh Pemerintah Daerah
dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara:

a. penyusunan rencana pembangunan prasarana, sarana dan
utilitas Perumahan dan Permukiman;

b. pelaksanaan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas
Perumahan dan Permukiman;

c. pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas Perumahan dan
Permukiman;

d. pemeliharaan dan perbaikan prasarana, sarana dan utilitas
Perumahan dan Permukiman; dan/atau

e. pengendalian penyelenggaraan pengelolaan prasarana, sarana
dan utilitas di Perumahan dan Permukiman.

Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan
membentuk forum/kelompok pengelola pengembangan prasarana,
sarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.
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(1)

(4)

BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 31

Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas Perumahan
dan Permukiman sebelum penyerahan menjadi tanggungjawab
Pengembang bersangkutan.

Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan
setelah penyerahan menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
Pasal 32

Dalam hal pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan,
Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pengembang, badan
usaha swasta dan atau masyarakat.

Dalam hal terjadi kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
maka segala pembiayaan menjadi tanggung jawab pengelola.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 33

Setiap Pengembang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 10 dikenai sanksi
administratif sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penundaan pemberian persetujuan perizinan;
c. pembatasan kegiatan pembangunan;
d

penghentian sementara  pada = pekerjaan pelaksanaan
pembangunan,;

e. pengenaan denda administratif; atau
f.  pencabutan izin usaha.
g. dimasukkan ke dalam daftar hitam (black list).

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
tidak menghilangkan tanggung jawab pemulihan dan pidana.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan denda
administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENYIDIKAN
Pasal 34

Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh
pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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(1)

(2)

(3)

(2)

Pasal 35

Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dapat
ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Pol PP dan PPNS
perangkat daerah lainnya.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berwenang:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya

tindak pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda

pengenal diri tersangka;

d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

f.  mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka

atau saksi;

h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya

dengan pemeriksaan perkara;

i.  mengadakan penghentian penyidikan;dan
j- ~mengadakan tindakan lain menurut hukum yang
bertanggungjawab.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil
penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan
penyidik Polisi Negara Republik Indonesia setempat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 36

Prasarana, sarana dan utilitas di kawasan perumahan, yang telah ada
sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib diserahkan kepada
Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan
Daerah ini diundangkan dengan berpedoman kepada Peraturan
Daerah dan Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah ini.

Proses serah terima dan Pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas
yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum
ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten
Karawang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan
Utilitas Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten
Karawang Tahun 2009 Nomor 9 ), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling
lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Karawang,

Ditetapkan di Karawang

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 3 Jannarl 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2022
NOMOR 1

NOMORE REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT (6/111/2021)
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

UMUM

Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk menjadi
fasilitator, memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat,
serta melakukan penelitian dan pengembangan yang meliputi berbagai
aspek yang terkait dengan perumahan dan permukiman, antara lain,
tata ruang, pertanahan, prasarana lingkungan, industri bahan dan
komponen, jasa konstruksi dan rancang bangun, pembiayaan,
kelembagaan, sumber daya manusia, kearifan lokal, serta peraturan
perundang-undangan yang mendukung.

Salah satu bentuk dari tanggungjawab pemerintah daerah
diwujudkan dalam bentuk membuat regulasi yang berkaitan dengan
penyediaan, penyerahan dan pengelolaan Prasarana, Sarana dan
Utilitas perumahan dan permukiman. Kebijakan umum penyediaan
dan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas diarahkan untuk:

1. Pemenuhan kondisi lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan
indah;

2. Pemenuhan kondisi lingkungan sosial yang aman, tertib, stabil
dan dinamis;

3. Pemenuhan kondisi tata ruang yang seimbang dan harmonis; dan

4. Kepastian hukum akan hak dan kewajiban pemerintah daerah,
pengembang dan masyarakat terhadap keberadaan Prasarana,
Sarana dan Utilitas sehingga adanya jaminan bagi ketersediaan
Prasarana, Sarana dan Utilitas.

Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan dan
Kawasan permukiman tidak hanya dilakukan melalui pengelolaan
Prasarana, Sarana dan Utilitas baru, tetapi juga melakukan
pencegahan serta pembenahan Prasarana, Sarana dan Utilitas
perumahan dan kawasan permukiman yang telah ada dengan
melakukan pengembangan penataan, atau peremajaan lingkungan
Prasarana, Sarana dan Utilitas. Kegiatan ini perlu dukungan anggaran
yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah,
lembaga pembiayaan, dan/atau swadaya masyarakat.Dalam hal ini,
pemerintah daerah, dan masyarakat perlu melakukan upaya
pengembangan sistem pembiayaan pengelolaan Prasarana, Sarana
dan Utilitas secara menyeluruh dan terpadu.

Dalam melaksanakan kekuasaannya untuk menjamin agar
penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan Prasarana, Sarana dan
Utilitas sesuai dengan yang diinginkan, pemerintah daerah juga
dilengkapi instrumen penegakan hukum administrasi yang meliputi 2
(dua) hal yakni pengawasan dan penegakan sanksi.
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II.

Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan
kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif
untuk memaksakan kepatuhan. Guna mencapai daya guna dan hasil
guna penegakan hukum di bidang ini, maka Pemerintah daerah
berkewajiban mengumumkan secara terbuka tata cara, prosedur,
persyaratan-persyaratan teknis maupun ketentuan administratif
lainnya yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon penyerahan
Prasarana, Sarana dan Utilitas.

Pada hakikatnya pengaturan Penyerahan Prasarana, Sarana dan
Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Karawang yang
selama ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang
Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan
Utilitas Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten
Karawang Tahun 2009 Nomor 9 Seri E), perlu dilakukan penataan
kembali seiring dengan perkembangan peraturan perundang-
undangan, baik dari sisi sistematika/teknik penyusunan peraturan
perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Daerah, maupun dari
aspek substansi/muatan materi, agar terjalin harmonisasi dan
sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
kedudukannya, sehingga diharapkan dapat menghindari terjadinya
substansi/muatan materi yang bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten
Karawang memandang perlu untuk melakukan penataan kembali
terhadap produk hukum daerah Kabupaten Karawang yang secara
khusus mengatur mengenai Penyerahan Prasarana, Sarana dan
Utilitas Perumahan dan Permukiman, sehingga pengaturan
Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan
Permukiman dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, optimal,
akuntabel dan transparan dalam mendukung terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang baik di bidang penataan ruang, perumahan, dan
permukiman.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
ayat (1)
Cukup Jelas.
ayat (2)
Cukup Jelas.
ayat (3)
Cukup Jelas.
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ayat (4)

Cukup Jelas.

ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

ayat (5)

Cukup Jelas.

ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 7
ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 8
ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 9
ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas. .
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ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 10
ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 13
ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 14
ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 15
ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.
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Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
ayat (1)
Cukup Jelas
ayat (2)
Cukup Jelas.

ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 19
ayat (1)
Cukup Jelas.
ayat (2)
Cukup Jelas.
ayat (3)
Cukup Jelas.
ayat (4)
Cukup Jelas.
Pasal 20
ayat (1)
Hurup i

Yang dimaksud degan penanandatanganan BA serah terima
PSU dilaksanakan termasuk pelepasan Hak atas Tanah
untuk proses sertifikat atas nama Pemerintah Daerah.

ayat (2)
Cukup Jelas.
ayat (3)
Cukup Jelas.
ayat (4)
Cukup Jelas.
Pasal 21
Cukup Jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
ayat (1)
Cukup Jelas.
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ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 24
ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 25
ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.
Pasal 27

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 28
ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 29
ayat (1)

Cukup Jelas.
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ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 30
ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 31
ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.
Pasal 33

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 34
ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 35
ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.
Pasal 37

ayat (1)

Cukup Jelas.
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ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.
Pasal 39

Cukup jelas.
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LAPORAN

HASIL RAPAT FINALISASI
S ANSUS RAPERDA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA &
UTILITAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
DPRD KAB. KARAWANG DENGAN DINAS TERKAIT
Pada Hari Selasa, Tanggal 15 September 2020

' DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2020



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprapto No. 1 Karawang
Telp. [0267) 414168 - 405131 - 402202 - 414166 Fax (0267) 412293

Karawang, Seprember 2020

o (ips ' DPRD K
FRTETT - Yth  Bupati Karawang
Fia fapat Finalisasi Pansus c.q Sekretaris Daerah
DFRD kabupaten Karawang Kabupaten Karawang
di -
KARAWANG
UNDANGAN
. Dasar

o Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kamwang tanggal 2% November 2019 Tentang
Pembentukin Pansus Raperds Tentang Pansus Penyerahan Prasarana, Sarana &
Unlitas Perumaban dan Permukiman.

b Program Kerja Pansus Raperda entang Pansus Penyerahan Prasarans, Sarana &
Lhilitas Perumahan dan Permukiman Tahun 2019,

. Program Kera Pansus Tahun 2020

| |

sehubungan dengan bal tersebut distas, kami mohon berkenan kirmnya Saudara untuk
dapat menghadrkan ;

i kepala Bappeda Kab. Karawang:

b Kepals Dings Pekerjean Umum dan Penataan Ruang Kab Karawang:

¢ Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karawang;

¢ hepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersilan Kb, Karawang;

€. kepala DPMPTSP Kab. Karawang;

I hepala BFKAD Kab, Karawang:

. Kepala Bagian Hukum Seida Kab, Karawang;

. Kepala Bagian Pertanahan Setda Kab. Karawang;

Dalem Rapat Pembohasan Pansus Raperda tentang tentang Paneus Penyerahan
Prasarana, Sarann & Utilitas Perumahan dan Permukiman, yang akan dilaksanakan

pisda

Hir { Tanggal Selasa, 15 September 2020

Fukul v 1200 WIB s.d selesai

Femput Ruang Rapat DPRD Kabupaten Karawang

\cara Finalisasi Pansus Raperda Penyerahan Prasarana, Sarana &
Unilitas Perumushan dan Permukiman

Latatan - AHmohon uniuk  tidak mewakilkan dan  hadir lepat  pada
Warki L

Dremikian agar maklum,




DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprapto No. 1 Karawang
Telp. (0267) 414168 - 405151 - 402202 - 414166 Fax (0267) 412253

harawang g September 2020

HTHO 5 €f2 | DPRD " Kepada
A ran Yth, Kepala BPN
| Rapar Finalisasi Pansus Kabupaten Karawang

UPRID Kabupaten Karawang

di-
KARAWANG

UNDANGAN

Dasar, Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Karawang
|anggal 26 — 27 November 2019 tentang Penjadwalan Rencana Kerja DPRD
Hulan November dan Desember 2019,

Schubungan  dengan hal tersebut diates, kami mohon berkenan kiranya
~eudara’d untuk dapat Hadir dalam Rapat Kera Pansus tentang Pansus Penyeralan
Prasarani, Sarana & Unlitas Perumahan dan Permukiman DPRD Kabupaten Karawang
vang akan dilaksanakanm pada :

Han / Tanggeai Selasa, 15 September 2020

Pukuil o 1300 WIR s.d setessi
lempai - Ruang Rapat DPRD Kabupaten Karmwang
\cara Finalisasi Pansus Raperda Peoverahon Prasarana Sarana &

Unnltas Perumahan dan Permukimean
Diemikian atas Kesediaan dan Kerjasamanya kami sampaikan Terima Kasih.
DEWAN PER N RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
|

LA
ﬁl:i‘-l_ﬁ

PENDI ANWAR



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprapto No. 1 Karawang
Telp. (0267) 414168 - 405151 - 402202 - 414166 Fax (0267) 412293

NOTA DINAS

Vih Kerue DPRD Kabupaten Karawang

boetua Pansus Raperdn Penyerahan Prassrana, Sarana & Utilitas Perumsahan dan Permukiman
LR Kabupaten Kormwang

|6 September 2020

Laporen hasil Rapat Finalisasi (Pansus) Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan

dan Permukimar

1. s,

i Rapat Paripuma DPRD Kabopaten Karawang, tentang Pembentukan Pansus — Pansos
DPRD Kabupaten Karawang;

b Surar Keputusan Ketua DPRD Kabupaten Karawang Nomor © 005 / 1280 / DPRD,
tanggal 28 November 2019 tentsng Susunan dan Komposisi Keanggotan Pansus
DPRD Kabupaten Karawang Tahun 2019

Berkenoan hal tersebut di atas, bersamn ini kami sampaikan hasil Rapat Musyvawarah

pembentukan unsur pimpinon Panitia Khusus untuk pembahasan Raperda Penyerahan
Prasarana, Sarans & Utilitas Perumahan dan Permukiman, yang dilaksanakan pacda
Han/tanggal - Selusa, |5 September 2020

Pukul 13,00 WIB 5.d Selesa
Fempad o Ruang Rupat DPRD Kabupaten Karawang
\cari Rapat Finalisasi Pansus raperda Penyerahan Prasarans, Sarana & Utilitas

Perumahan dan Permukiman

Hodw dadam rapa
u kordinmor Pansus DPRD Kab. Karawang;
b Ketua dan Anggora Pansus DPRD Kabupaten Karawang;
¢ Kasubid Bappeda Kab Karawang;
d. &asi P2 BPN Kab, Karawang;
¢ habag Hukum Setda Kab. Karawang;
I habid DLHK Kab, Karawang,
g kasi PSU PRKP Kab, Karawang;
b kabid PJU PRKP Kab. Karawang:
| Kahid Pengendalian DPMPTSE Kab. Karawang;
| Kasubid BFEAD Kab. Karawang:
% Lnsur Sekretariat DPRD Kabupaten Kurawang.

| Resume mpat sebagai berikut -

4. Raperda tentang penyerahan Prasarana, sarang | dan Utilitos perumahan dan
permukiman mempunyai 9 indikator vang akan di capei antara lain:
Penanganan Tanah Matang yang memuat hanya 5 Lokal untuk penyerahan PSU
cukup dengan membavar Kompensasi ke Pemda, sebagal pengganti TPLI;
Pembuatan TPU Regional,
embuatan SPH sepihak olch Pemda bagi pengembang yang Kabur dan tidak di
ketahw kebemdaannya,
- Mengusahakan Pengambilan Prasarans, sarana . dan Ulilitas perumahan dan
permukiman vang berjumlah 67 Pengembang. dan
- penvershkan Prasarana, sarana , dan Utilitas perumahan dan permukiman secara
utuh dan baik kepada Pemda
- Alur Pembuatan [zin terkait Penverahan PSL
I PUPR menyiapkan Site plant;
£ BPN menviapkan Splitsing/ Resi; dan
3 Pembuatan [zin oleh DPMPTSP



mangs: bagr pengembang vang sudah 1 Tabun belum menyerahkan PSU
dikenakan sangsi kurungan 6 bulan dan Denda Rp.50.000.000 (lima pulub juta
rupah)

Hisms Senter wajib /blok wajib menyerahkan PSU kepada Pemda.

Untuk Penyerahan dan Pengembang terbagi 2 (dum) Penverahan antara lain;

Henyerahan Secara Administrasi; dan

Penvernhan secara Fisik

b Masukan masukan dari OPD dan Anggota Pansus antara lain;

- Untuk mengeover Perdagangan tanah agar di masukan dipasal ( PRKP)

Untuk Judul Raperda tentang Penverahan PSU tetap “penyerahan Prasarana,
surnna . dan Utilitas perumahan dan permukiman * adapun masukan dari KPK di
masukan dalam pasal - pasal ( Kabag Hukum)

- Semua Produk Hukum Daerah tidak boleh benentangan dengan aturan di atas (
kabag Hukum)

- ocmua  data  Pengembang  yang  kabur apar di  kirim ke bagian
Hukum/Kemenkumham untuk di blacklist { Ketua Pansus )

- Untuk Pengembang  ketika Pencairan Pinjaman dari Bank agar di sisakan 5%
untuk perbaikan ketika penyerahan PSU ke Pemda ( PRKP)

Biava untuk pengukuran penyerahan PSU tidak di kenakan bigya/ gratis (BPN)
Hagi Pengembang yang kabur bisa di keluarkan Surat Izin Hak Pakai oleh Pemda
| HPM)

- Penchanan i Perda yang lain terkait Ival Comunal terkait TPS di Perumahan {
DLHK)

Semua Peraturan Dagrah harus di jadikan sarana Penegakan Hukum yang sebaik -
baiknya dan seadil - adilnya untuk masyarakat dan Dunia Usaha/Pengembang (
Anggota Pansus)

- Pansus Raperda temtang Penyerahan Prasarans, Sarans, dan Utilitas
perumahan dan Permukiman selesai di Pembahasan dan sudah di
Finalisasikan kemudian siap untuk di Paripurnakan { Ketua Pansus)

¢ hesimpulan;
Pemenntah Daerah harus bersinergi dengan semua Steakholdear vang bergerak
dibidang Tata Kelols Perumahan dan Permukiman, agar Penataan Perumahan di
Perkotaan  dan Pedesaan tertats baik dan  menjadikan Karawang sebagai
Percontohan untuk Pembangunan Perumahan sesuai keinginan Perda tentang
Penyerahan Prasarans, sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.

P =

7 Demikian laporan hasil rapat yang dapat kami sampaikan

PANITIA KHUSUS RAPERDA
RAPERDA PANSUS PENYERAHAN PRASARANA,
SARANA & LITILI'II:'hS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

AL (TR Wakil Ketus,
- s

s e
s
i
ey

e

. ENDANG SODIKIN, S.Pd._LVMH H. ACEP SUYATNA, SH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprapto No. 1 Karawang
Telp. [0267) 414168 - 405151 - 402202 - 414166 Fax (0267) 412293

NOTA DINAS

koopida Yth kepala Bagian Persidangan Sekretariat DFRD Kabupaten Karawang
TERY | 3 September 2020
Jit Pimpinan Pansus Raperda tentang Raperda Tentang Penverahan Prasarana, Sarana
& Uilieas Perumahan dan Permukiman
o bl Pengajuan Jamuan Makan dan Snack Untuk Kegiatan Fapat Kerja Pansus

Berkenaan akan disdakan Rapat Kerja Pansus Raperda tentang Raperda Tentang
Penyerahan  Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman DPRD
Kabupaten Karswang,

schagaimana dasar tersebut distas, maka Pansus Raperda tentang Raperda
lemiang Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman DPRD
habupaten Rarawang, bermaksud mengajukan permohonan pengadaan Makan dan
snack, vang akan dilaksanakan pada

tHart / Tungeal Selasa, 15 September 2020

FPukul C13.00 WIB

' cmipat ¢ Ruang Rapat DPRD Kabupaten Karawang
Acara © Rapat Finalisasi Pansus

Hemikian Nota Dinas ini kami sampaikan, atas perhatizannya kami ucapkan

termma kasih

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KRABUPATEN KARAWANG
KETUA PANSUS

H. EN G SODIKIN, S.Pd.1,.MH




Telp. [0267) 414168 - 405151

Jalan Suprapto No. 1 Karawang

DAFTAR HADIR

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG

- 402202 - 414166 Fax (267] 412293

RAPAT KERJA PANSUS RAPERDA TENTANG PENYERAHAN PRASARANA,
SARANA & UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG

ga Silasa, 15 Septemben 2020
13,00 wiB

Huang Ragat DPRD Kab. Karmwang

Feanat Finalisasi Fane s

NAMA l JABATAN [ vavoa TANGAN
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprapto No. 1 Karawang
Telp. (0267) 414168 - 405151 - 402202 - 414166 Fax (0267] 412293

DAFTAR HADIR UNDANGAN
RAPAT KERJA PANSUS RAPERDA TENTANG PENYERAHAN PRASARANA,
SARANA & UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KARAWANG

i, 15 Suplemban 2020

i -.:| &t OFRD . Keawang

d Fingisns Panss

TLERA . TINARNSTANG TRERTER T T T —
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i
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A PANS

2 SODIKIN, S.Pd,|, MH




PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

== SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

| suprapto No. 1 (0267) 402202 - 414168 Fax. (0267) 412293 Karawang
'DAFTAR HADIR SEKRETARIAT
DPRD KABUPATEN H.ﬁHAW.@NE

Fari f Tanggal Selasa, 15 September 2020 &

Pkl 13.00 WIB s/d selesal

sinpal Ruang Rapat DPRD Kabupaten Karawang

\ArE Rapat Finalisasi FEF‘IE“L_IE .

MO MANMA NO. HP

JABATAN

=

: I “-ﬂﬁ:m{ﬂ. m &
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_ Bz
|
' |

KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN
DPRD KABUPATEN KARAWANG

Dre WANDANG MULY ANA
Pembina Tk 1
IVib
NIP. 196T0100100203 | 005




DORUMENTASI HARIL RAPAT PANSLUS PENYERAHAN PRASARANA,
SARANA & UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

|
!;.
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LAPORAN

HASIL RAPAT PANSUS
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA & UTILITAS
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DPRD KABUPATEN
KARAWANG DENGAN DINAS TERKAIT
Pada Hari Senin, Tanggal 9 Desember 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2019
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprapto No. 1 Karawang
Telp. : (0267) 414168 - 405131 - 402202 - 414166 Fax. ; (0267) 412293

Momaor
Lampiran
Hal

005 /Y2 DPRD

Karawang, 7. Desember 2019

hepada
Yih Bupati Karswang

Rapat Pembahisan Pansus ¢.q Sekretans Dacrah
DPRD Kabupaten Karswang Kabupaten Karawang
di -
KARAWANG
UNDANGAN
. Dasar:
a. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karawang tanggal 29 November 2019 Tentang

b

Pembentukan Pansus Raperda Temtang Pansus Penyverashan Prasarana, Sarana &
Litilitas Perumaham dan Permukiman.

Program Kerjn Pansus Raperda tentang Pansus Penvernhan Prasarana, Sarana &
Linlitas Perumahan dan Permukiman Takua 2019,

2. Sehubungan dengon hal tersebut diatas, kami mohon berkenan kiranya Saudara untuk
dapat menghadirkan .

i

¥k =m0 Qnoo

Kepals Beppeda Kab. Karawang

ASDA Il Kab. Karawang

koepala Dinas Pekerjran Umum dan Penataan Ruang Kab Karawang

Kepals Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab, Karawang
Dhnas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab, Karawang

Kepala DPMPTSP Kab. Karawang

keepala BPEAD Keb. Karawang

E.epala Bagian Hukum Setda Kab. Karawang;

kepala Bagian Pertanahan Setda Kab, Karawang;

Daiam Rapat Pembahasan Pansus Raperda tentang tentang Pansus Penverahan
Prasarana, Sarana & Utilitas Penumahan dan Permukiman, yang skan dilaksanakan

pada -
Hari / Tanggal Senn. O Desember 2019

Pukul ;MO0 WIB s.d selesm

lempat Rumng Rapat Il DPRD Kabupaten Karawang

Acara Rapat Pembahasan Drvaf Raperda.

Catatan o Dumohon untuk  tdok mewakilkan dan  kadir jepat pada

waktuny.

3. Demikian agar makium.

KILAN RAKYAT DAERAH
[EN KARAWANG

PENDI ANWAR



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprapto No. 1 Karawang
Telp. : [0267) 414168 - 405151 - 402202 - 414166 Fax. : (0267) 412293

Karawang2 Desember 2019

Nomor 005 /e DPRD Kepada
Lampiran - Yih, Kepala BPN
Hal . Rapal Pembahasan Pansus Kabupaten Karawang

DPRD Kabupaten Karawang
di-
KARAWANG

UNDANGAN

Dasar, Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Karawang

Tanggal 26 — 17 November 2019 tentang Penjadwalan Rencana Kerja DPRD
Bulan November dan Desember 2019

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon berkenan kiranva
Sawdara’i untuk dapat Hadir dalam Rapat Kerja Pansus tentang Pansus Penyerahan
Prasprana, Sarana & Unlitas Perumahan dan Permukiman DPRD Kabupaten Karawang

vang akan dilaksanakanm pada

Hari / Tanggal : Senin, 9 Desember 2019

Pukul ' 0900 Wb s/d selesm

Fempat : Ruang Rapat 11 DPRD Kabupaten Karawang

Acara | Pembahasan Temtang Draft Raperda Pansus tentang Pansus
Penyerashan Prasarona, Sarana & Unlites Perumahan dan
Permukinnan

Demikian atas Kesediaan dan Kerjasamanya kami sampaikan Terima Kasih.

PENDI ANWAR



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

JI. Suprapto No. 1 (0267) 402202 - 414168 Fax. (0267) 412293 Karawang

—_—  ——  —————
NOTA DINAS

Kepada : Yth, Ketua DPRD Kabupaten Karawang

Dari : Ketua Pansus Raperda Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan

Permukiman DPRD Kabupaten Karawang

Tanggal 10 Desember 2019

Perihal : Laporan hasil Rapat Pembentukan Unsur Pimpinan Panitia Khissus {Pansus) Penyershan
Prasarana, Sarana & Utilitaz Perumahan dan Permukiman

1. Dasar,

a. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karawang, tentang Pembentukan Pansus — Pansus
DPRD Kabupaten Karawang;

b. Surat Keputusan Ketua DPRD Kabupaten krawang Momeor : 005 [ 12%6 /[ DPRD,
tanggal 2 Desember 2019 tentang Susunan dan Komposisi Keanggotan Pansus DPRD

n Kabupaten Karawang Tahun 2019,

2. Berkenaan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan hasil Rapat Musayawarah
pembentukan unsur pimpinan Panitia Khusus untuk pembahasan Raperda Penyerahan
Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman, yang dilaksanakan pada :

Hari/tanggal :5enin, 9 Desember 2019

Pukul ; 09.00 WIB 5.d Selesai
Tempat : Ruang Rapat DPRD Kabupaten Karawang
Acara : Rapat Pembahasan Pansus raperda Penyerzhan Prasarana, Sarana &

Utilitas Perumahan dan Permukiman

3. Hadir dalam rapat :

¥ordinator Pansus DPRD Kab. Karawang;
Ketua dan Anggota Pansus DPRD Kabupaten Karawang;
Kasi P2 BPM Kab. Karawang;

kabag Hukum Setda Kab. Xarawang;

Kabid DLHE Kab. Karawang;

Kasi P5U PREP Kab. Karawang:

Kabid PIU PREP Kab. Karawang;

Kabid Pengendallan DPMPTSP Kab. Karawang;
Kasubid BPEAD Kab, Karawang;

Unzur Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang.
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d_ Resume rapat sebagat berikut :

|. Paparan dari para OPD/Dinas terkait Raperda tentang Penyerahan Prasarana, Sarana ,
dan Utilitas Perumahan dan Permukiman . PUPR menyampaikan alasan mengajukan
Raperda ini karena masih banyzk Pengembang vang belum menyerahkan PSU ke
Pemerintah Daerah, pada hal dari Pengembang ada yang sudah berusia 25 Tahun s/d 35
Tahun tetapl PSU belum di serahkan bahkan ada yang terlantar karena di Tinggalkan
oleh Pengembangnya di antaranya :

Pengembang Perumahan Elit di Kab. Karewang berjumlah 9 Pengembang yang sudah
menyerahkan Pasos dan Pasum hanya 5 Pengembang.

Pengembang Apartemen di Wilayah Karawang berjumlah 5 Pengembang dan belum
satu pun yang menyerahkan Pasos dan Pasumnya.

- Pengembang Perumahan di Wilyah Karawang berjumlah 337 Pengembang yang sedang
dalam proses Pasos dan Pasum sebanyak 9 Pengembang yang sedang dalam proses
TPU sebanyak 143, yang sudah menyerahkan Fasos dan Pasum sebnyak 53
Pengembang, dan TPU sebnyak 140 Pengembang,




Pengembang yang sudah Hengkang meninggalkan Perumahannya antra lain ;

Wilayah Kec. Karawang Barat sebanyak : 13 Pengembang

Wikyah Kec. Karawang Timur sebnayak : 1 Pengembang

Wilayah Teluk Jambe Timur sebanyak : 8 Pengembang

Wilayah Kec. Klari sebanyak : 9 Pengembang

Wilayah kec. Kota Baru sebnayak ; 13 Pengembang

Wilyah Kec. Purwasari sebanyak : 3 Pengambang

Wilayah Kec. Clkampek sebanyak ; 6 Pengembang

Wilayah Kec. Majalzya sebanyak ; 1 Pengembang

Pan:l.-s Merekomendasikan kepada para Pengembang untuk mempermudah proses
terkait penyerahan Pasum dan Pases untuk Sertifikat di pecah di awal Proses perizinan.
Pansus Merekomendasikan kepada Kabag Hukum terkalt banyaknya Laporan bahwa
untuk pengukuran harganya teralu mahal agar di perjelas untuk mempermudah para
Fengembang dalam mengurus surat — surat Tanahnya.

Pansus merckomendasikan kepada OPD/Dinas terkait, untuk merubah Paradigma Lama
ingin di Layani menjadi Paradigma Baru melayani masyarakat.

KESIMPULAN ;

Dalam rangka memberikan Jaminan ketersediaan Parsarana, sarana dan Utilicas
Perumahen dan Permukiman perlu di lakukan pengelolaan dan penyerahan ptrasaran,
sarana dan utllitas perumahan dan permukiman oleh Pengembang ke Pemerintah
Daerah.

Untuk terwujudnya tertib administrasi dalam pengelalaan dan penyerahan Prasaran,
sarana dan Utilitas perumahan dan permukiman, perlu adanya pefaturan berkenan
dengan pengelolaan dan penyerahan prasaran, saran dan utilitas.
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5. Demikian laporan hasil rapat yang dapat kKami sampaikan,

PANITIA KHUSUS RAPERDA
RAPERDA PANSUS PENYERAHAN PRASARANA,
SARANA LITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Wakil Ketya,

NG SODIKIN, 5.Pd,.|,MH H. ACEP SLUYATNA, SH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprapto No. 1 Karawang
Telp. : (0267) 414168 - 405151 - 402202 - 414166 Fax. ; [0267) 412293

== DAFTAR HADIR
RAPAT KERJA PANSUS RAPERDA TENTANG PENYERAHAN PRASARANA,
SARANA & UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
HABUPATEN KARAWANG

Hari | Tanggal ¢ Sanin, § Desember 2019
Fuicud ! (R.00 WeB
Tempat FAuang Rapat DPARD Kab, Karawang
Acara : Rapat Pembahasan Draft Raperda
‘ NO. MAMA ' JABATAN
k . — ?_ éﬂ—
n 1 [SURYANA, 5H KORDINATOR PANSUS HHHE.
2 |H. ENDANG SODIKIN, 5.Pd, MM ANGGOTA PANSLIS
3 |H. ACEP SUYATNA, SH ANGGOTA PANSLIS
4 [FITRI MELINDA, 5 S0z ANGGOTA PANSUS
5 |H. ABAS HADIMULYAMA, SE ANGGOTA PANSUS
B |MAHF'UDIH ANGGOTA PANSUS
7 [KAEMIN KOMARUDIN ANGGOTA PANSUS
B M. ANDA SUHANDA. SE ANGGOTA PANSUS
8 [|H. ISHAK ISKANDAR, 5. 508 ANGGOTA PANSLIS p—
n 10 |TAUFIK ISMAIL. 5.508 ANGGOTA PANSUS
11 [H. TATANG TALPIK ANGGOTA PANSUS
12 |0Ors H, MAMAN SUHERMAN, M.Pd ANGGOTA PANSUS
13 |lr. NANA SURYANA, ST ANGGOTA PANSUS
14 |H|. NURLELAH SARIPIN, SE T ANGGOTA PANSUS
15. [H. TOTO SURIPTO, BE ANGBOTA PANSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN umw
KETUA -~

G SODIKIN, 5.Pd |, MH



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

JI. Suprapto No. 1 (0267) 402202 - 414168 Fax. (0267) 412293 Karawang

e

DAFTAR HADIR SEKRETARIAT

DPRD KABUPATEN KARAWANG
Hari / Tanggal © Senin, 9 Desember 2018
Pukul (9.00 WIB s/d selesai
Tempat © Ruang Rapat DPRD Kabupaten Karawang
Acara - Rapat Pembahasan Draft Raperda
NO NAMA JABATAN ‘ NO.HP | TANDA TANGAN |

T N T E——

KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN
DPRD KABUPATEN KARAWANG

#-

Drs. NANDANG MULY ANA
Pembing Tk, |
IV/h
NIF. 196701091 99203 | 005



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprapto No. 1 Karawang
Telp. : {0267) 414168 - 405151 - 402202 - 414166 Fax. : (0267) 412293

DAFTAR HADIR UNDANGAN

RAPAT KERJA PANSUS RAPERDA TENTANG PENYERAHAN PRASARANA,
SARANA & UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
= KABUPATEN KARAWANG
Hari/ Tanggal - Benn D Desember 2010
Pk 10 00 e
Tempat Fuang Rapal DPRD Kab. Kerswang
Atan Rapal Pambehazan Dra® Bapands
T T — 1 onu ;
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABLUPATEN KARAWANG
&P, 5

H. ENDANG SODIKIN, 5.Pd |, MH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprapto No. 1 Karawang
Telp. : (0267) 414168 - 405151 - 402202 - 414166 Fax. ; (0267) 412293

NOTA DINAS
Kepada : Yth Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang
Tanggal 9 Desember 2019
Dari Pimpinan Pansus Raperda tentang Raperda Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana
& Utilitas Perumahan dan Permukiman
Perthal  :  Pengajuan Jamuan Makan dan Snack Untuk Ke giatan Rapal Kerja Pansus

Berkenaan akan diadakan Rapal Kera Pansus Raperda tentang Raperda Tentang
Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman DPRD

Kabupaten Karawang

ﬁ Sebagaimana dasar tersebut diatas, maka Pansus Raperda tentang Raperda
Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman DPRD
Kabupaten Karawang, bermaksud mengajukan permohonan pengadaan Makan dan
Snack, yang akan dilaksanakan pada

Hari / Tanggal . Senmin, 9 Desember 2019

Pukul 09.00 WIB

Tempat - Ruang Rapat DPRD Kabupaten Karawang
Acara - Rapat Pembahasan Draft Raperda

Demikian Nota Dinas ini kami sampaikan, atas perhattaannya kami ucapkan
terima kasih

™ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
KETUA PANSUS

NDANG SODIKIN, S.Pd.I.MH



DOKUMENTASI HARIL RAPAT PANSLS PENYERAHAN PRASARANA,










LAPORAN

HASIL RAPAT PANSUS .
PANSUS RAPERDA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA &
UTILITAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
DPRD KAB. KARAWANG DENGAN DINAS TERKAIT
Pada Hari Kamis, Tanggal 05 Maret 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2020




DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprapto No, 1 Karawang
Telp. : {0267) 414168 - 405151 - 402202 - 414166 Fax. - (0267) 412293

Karawang, 04 Maret 20240

Momor ¢ D05 237 JDFED kepada
Lampiran : - Yith, Bupat Earawang
Hal ¢ Rapat Pembahasan Pansis c.q Sckretaris Daerah
DPRD habupaten karawang Kabupaten Farawang
d -

KARAWANDG
UNDANGAN

1. Dxgar
& Rapat Paripuma DPRD Kabupaten Kurawang tonggsl 29 November 2019 Tentang
ﬁ Pembentukan Pansus Raperds Tentang Pansus Penverashan Prosarana, Sarana &
Lnikitas Perumahan dan Permukiman
b Program Keija Pansus Raperds sentang Panses Péeyveralan Prosaana, Smana &
Litilitas Perumalian day Permukonan Tabun 2019,

2%}

Sehubungan dengan hal tereebat distas, kami mohon berkenan kirnys Saedara antuk
dapat menghadirkan ;

i. Kepala Bappeda Kab, Karswang

kepala Dinas Pekerjaan U'mum dan Penataan Ruang Kab, Korawang;

E.epala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permokiman Kab, Karawng,
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersiban Kah, Rarawang,

Kepala DPMPTSP Kab. Karawang;

Repala BPFRAD Kab. Karawang;

K.epala Bagian Hukuwm Setda Kab Karawang;

- kepala Bagion Pertunahan Seida kab. Karawang,

Dalam Rapal FPenbabasan Pansus Raperds tentang tentang Pansus Penyerahan

rE e oo

H Prasarama, Sarnna & Utlitas Perumahan dan Permukiman, yang akan dilaksanakan

poda -

Hari / Tanggal Kamis, 05 Maret 2020

Pakul 400 WIE 5.d selesin

Tempal ¢ Rusng Rapat DPRID Kabupaten Karawang

Acara : Pembahasan Tentang Draft Raperda Pansus Penverahun
Prasarana, Sarann & Utlitas Perumahan dai Permukiman

Catatan o Dimokon univk tidak mewekilban dan hadir wepar pada
wakhmn

3. Demikian ogor meaklum,




DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprapto No. | Karawang
Telp. : [0267) 414168 - 405131 - 402202 - 414166 Fax. : (0267) 412203

karawang (4 Maret 2020

Nomor D05-f 23T | DPRD Kepada
Lampiran = - Yth, Kepala BFN
Hal Rapat Pembahasan Pansus Kabupaten Karawang

DPRD Kabupaten Karaswang

di-
KARAWANG

UNDANGAN

Dagar, Hasil] Rapat Hadan Musvawarah DPRD Kabupaten Karawang
Tanggal 26 - 27 November 2019 tentang Penjadwalan Rencana Kerja DPRD
Buian November dan Desember 20019

sehubungan  dengan hal tersebut dimtas, kami mohon berkenan kirnya
Saudara’i untuk dapat Hadir dafam Rapal Kerja Pansus ientang Pansus Penyerahan
Prasarana, Sarana & Uhilitas Perumahan dan Penmukiman DPRD Kabupaien Karawang

yang akan dilaksanakanm pada

Han | Tanggal Kamis, 05 Maret 2020

Pukul 14.00 Wib s'd selesu

Tempat Ruang Rapat DPRD Kabupaten Karawang

Acara Pembahasan Tentang Drafl Raperda Pansus Penyershan

Prasaruna. Sarana & Utilitas Perumahen dan Permukiman
Demikian atas Kesedinan dan Kerjasamanya kami sampaikan Terima Kasih

DEWANTP

PEWDI ANWAR



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jdl. Suprapto No. 1 Telp. (0267) 402202 - 414168 Fax (0267) 412293 Karawang

DIN

Kepada  : ¥ih. Ketus DPRD Kabupaten Karawang

Diari : Retua Pansus Raperda Penyerahan  Prasarama, Sarana & Utilitas  Perumahan  dan
Parmukiman DPRO Kabupaten Karawang

Tanggal : D6 Maret 2020

Perihal : Laporan hasil Rapat Pembahasan (Pansus) Pemyerabhan Prasarana, Sarana & Uliditas
Parumahan dan Permukiman

Tarr =

1. Dasar,
a. Rapat Parlpurna DPRD Kabupaten Karawang, tentang Pembentukan Pansus — Pansus
DPRD Kabupaten Karawang;

b. Surat Keputusan Ketua OPRD abupaten krawang Momor © 005 / 237 / DPRD,
tanggal 04 Maret 2020 tentang Susunan dan Komposisi Keanggotan Pansus DPRD
ﬁ Kabupaten Karowang Tahun 2015,
2. Berkenaan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan hadll Rapat Musayawarah
pembentukan unsur pimpinan Panitla Khusus untuk pambahasan Raperda Penyerahan
Prasarana, Sarana B Utilitas Perumahan dan Permukiman, yang dilaksanakan pada
Harl/tanggal : Kamis, 05 Maret 2020

Pukul ¢ 1L.00WIB & d Selasad
Tempat i Ruang Rapat DPRED Kabupaten Karawang
fucara : Rapat Pembahasan Pansus raperds Penyerahban Prasarana, Sarana &

Urtilitas Perumahan dan Permukiman

3. Hadir dalam rapat |

a. Kordinator Pansus DPRD Kab. Karawang!
b. Ketuadan Anggota Pansus DPRD Kabupaten Karawang;
t. Kasubid Bappeda Kab. Karawang:
d. Kabag Hukum Setda Kab. Karawang:
e. Kabld DLHK Kab. Karawang:
f. Kasi P5U PRKP Kab. Karawang;
H §. Kabid PIU PREP Kab, Karawang;
h. Kabld Pengendalian DPMPTSE Kab, Karawang;
L Kasubid BPKAD Kah. Xarawang;
8 BPM Kab, Karawang,
k. UnsurSekretariat DPRD Kabupaten Karawasng.

£, Resume rapat sebegai berkut ;

- HASIL RAPAT KERIA PEMBAHASAN PENYERAHAN PRASARANA, SAHANA, DAN
UTILITAS DENGAN PARA OPD/DINAS PUPR, PRKP, DLHK, BAPPEDA, DPMTSP,
BPKAD/ASET, KABAG HUKUM, DAN KABAG PERTANAHAN ANTARA LAIN -

4. Penjelasan Ketua Pansus Penyerahan Prazarana, Sarana, dan Utilitas anata lain ;

Pansus Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Wiilitas samapal dengan saat inl baru

menyelesalkan Bab | dan Bab il dengan Rincian ;

1. Bab |, terdiri dari 16 ayat, 7 butir huruf dan 3 pasal;:

&, Bab 1, terdiri dari 19 ayat, 16 butir huruf dan & pasal:

3. Untuk Pembahasan sampai dengan saat ini baru pembahasan pasal 9-

4. Masih tersisa 24 Bab dan 29 pasal yang harus di bahag berikutnya

b. Masukan — masukan antara lain ;
Darl Bappeda masukan untuk pasal 9 sudah |elas hanya untuk masukan bitir (g} pasal
8 mengenai Perumahan horizontal huruf 1. Penyerahan lzhan sarana Pemakaman/
tempat Pemakaman seluas 2 % (dua persen) dari luas kahan Perumahan yang
direncanakan atau yang di ajukan.



o

PUPR, PRKP,DPMTSP, BPKAD/ASET, KABAG HUKUM, DAM KABAG PERTANAHAN
mienyatakan cukup jelas,
Dari Anggota Pansug anatarz lain -

+ Perumahan Karangjaya hampir 30 Tahun belum menyerahkan P5U:

hasih ditemukan Oknum Kepala Dess yang bermain harga terkait Tanah Pemakaman
f empat Pemakaman Umum yang berasal dari Pengembang.

- Perumahan BN, | dan Il sudah di serahkan terkait PEUnya tetapl balum maksimal

dalam penanganan banjir.

Akan melskukan Sidak ke Lokasi Perumahan untuk mengetahul dari dekast
permasalahan terkait Banyaknya Perumahan vang belum menyerahkan P5U kepada
Pemerintah Dagrah,

c. KESIMPLLAN:

Pemerintah Daerah berkepentingan untuk menata Lingkungan baik Lingkungan
Ferumahan , Lingkungan Industry dan Ungkungan Masyarakat sekitar agar semua
menjadi seiring lurus dengan Visi dan Misi Pemerintah saat ini dan Masa Depan;
Pamerintah Daerah berkeinginan Kab, Karawang berkembang Pesat Baik Perumahan,
Industry maupun Pertanian dengan tidak saling bertabrakan dalam penguasaan
Lahan masing - masing.

5. Demikian laporan hasil rapat yang da pat kami sampaikan,

PANITIA KHUSUS RAPERDA
RAPERDA PANSUS PENYERAHAN PRASARAMNS,
SARANA E UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Ke:ia/ Wakil Ketua,
'-'.'_'—|—l—.1.,
gw

H. ENDANG SODIKIN, 5.Pd,.1,MH H. ACEP SUYATMA, SH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprapto No. 1 Karawang
Telp. ; (0267] 414168 - 405151 - 402202 - 414166 Fax. : (D267) 412293

Kepada
Tanggzal
Drary

Penhal

NOTA _DINAS

Yth. Kepala Bagian Persidangan Sekreianat DPRD Kabupaten Karawang

03 Maret 202

Pimprnan Pansus Raperda tentang Raperda Tentang Penverahan Prasarana, Sarana
& Utithtas Perumabon dan Pennukiman

Pengajuan Jomuan Makan dan Snack Untuk Eegiatan Rapat Kena Pansus

Berkenaan akan diadakan Kapat Kerga Pansus Raperda tentang Raperds Tenang
Penyerahan Prasarana, Sarana & Utihitas Perumahan dan Permukiman DPRD
Kabupaten Karawang

Sehagmmana dasar tersebut diatas, maka Pansuz Raperda tentang Raperda
Tentang Penyerahan Prasarana, Serana & Utihitas Perumaban dan Permukiman DPRD
Kabupaten Karawang, bermaksud mengajukan permohonan pengadaan Makan dan
Snack, vang akan difaksanakan pada

Han / Tanggal Kamis, 05 Maret 2020

Pukul [4.00 WIH

Tempai Ruang Rapai DPRD Kabupaten Romwang
Acara . Rapat Pembahasan Draft Raperda

Demikian Notw Dinas i kami sampatkan, atas perhatsaannva kami ucapkan
terima kasih,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
KETUA PANSLS

DANG SODIKIN, S.PLINMH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprapto No, | Karawang
Telp. : [0267) 414168 - 405151 - 402202 - 414166 Fax. ; [0267) 412203

DAFTAR HADIR
RAPAT HER.JA PANSUS RAPERDA TENTANG PENYERAHAN PRASARANA,
SARANA & UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG

Hari { Tanpgal Kame 05 Maret 2020
Pukul {1400 'WIB
Tempat Ruwang Rapal DPRD Kak, Karawang
Arcara Repat Pambzhasan Drall Raparda
—= — el B ST T —————
NO. MHAKA JABATAN TANDA TANGAN
i 1
_—m e -
1 |SURYANA SH KORDINATOR PANSUS
2 |H. ENDANG SODIKIN, 5.Pd.|MH KETUA PANSLIS
3 |H ACEP SUYATHA, SH WAKIL KETUA PANSLIS
4 |FITRI MEL’HDA 5.508 ANGEOTA PANSLLS
5 |H. ABAS HADIMULYANMNA, SE ANGGOTA F’M-,EUS
& |MAHPUDIN ANGGOTA PAN E-'...-E
T |KAEMIN KOMARUTIN ANGEOTA PANSUS
B '|H AMNDA SUHAMDA, SE ANGEOTA F'.I‘v.l'-JSLIS B
¥ |H IGHAK ISKANDAR, 5.505 ANGGOTA PANSUS
ﬁ 10 |TALFIK ISMAIL, § Sos ANGGOTA PANSLE
1 H, F."-'.'IP.NG TALPIK ANGEOTA PANSEIS
12 1Drs H. MAMAN SUHERMAN, MPd ANGGOTA PANSUS
S e L LT T — B s o S
13 [, NANA SURYANA ST ARGGOTA PANSLIS
14 [HL NURLELAH SARPIN, 82 | . ANGGOTAPANEUS
t5. |H. TOTO SURIPTC. SE ANGGOTA PANSUS B st soparres

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
KETUA PANSUS

H. G SODIKIN, 5.Pd|,.MH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG

Jalan Sup-apto No, | Karawang
Telp. : [0267) 414168 - 40515] - 402202 - 414166 Fax. - [0267) 412293

DAFTAR HADIR | RANGAN -
RAPAT KERJA PANSUS RAPERDA TEM™ ANG PENYERAHAN PRASARANA,
SARAMNA & UTILITAS FERLIN 8H/0| AN PERMUKIMAN
DEWAN SRWAKILA N RAK | AT DAERAH

ABUPATE { KARAWANG
Harl ! Targgal Eama 05 Maret 2000
Sk 1400 Wi
 empal Ruatg Rapat CPRO Hab K arewany
E Razal Pombaresan Drad Rapsrda
L AR 7S T W L)1 eV I LANDA TANGRN
; 3 [ i

i | Homang quringei
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PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

JI, Suprapto No. 1 Telp. (0267) 402202 - 414168 Fax, (0267) 412293 Karawang

DAFTAR HADIR SEKRETARIAT
OPRD KABUPATEN KARAWANG

Har / Tangga! I{amus 05  maret EGEG
Pulkul 14 .00 WIB s/d selesa
Tempat Ruang Rapat DPRD Kabupaten Karawang
E?E_. o F‘.Eﬂg‘_ﬁ_F_’E"nl:la hasan Draft Raperda
| NG | N A MA JAEBATAN NO HP TANDA TANGAN
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~ KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN
DPRD KABUPATEN KARAWANG
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DOKUMENTASI HARIL RAPAT PANSLIS PENYERAHAN PRASARANA,
SARANA & UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIFAN







LAPORAN

HASIL RAPAT PANSUS
PANSUS RAPERDA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA &
UTILITAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
DPRD KAB. KARAWANG DENGAN DINAS TERKAIT
Pada Hari Selasa, Tanggal 14 Januari 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2020




DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprapto No. 1 Rarawang )
Telp. : {0267) 414168 - 405151 - 402202 - 414166 Fax. : (0267) 412293

Karawang. 13 Januan 2020

B o o0os )27 T DPRD kepads

Lampian  : - Yth. Bupan Karawang

Hal Rapat Pembahasan Pansus ¢.q Sckretaris Draersh

DPRD kabupaten karawang kabupaten harawang
da -
KARAWANG
UNDANGAN
1. Dasar:
ﬁ a. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barawang tangenl 29 Novemnber 2019 Tentang

Pembentukan Pansus Raperds Tentung Pansus Penvershan Prasarang. Sarsna &
Liilitas Perumahan dan Permakinian,

b. Program Kerja Pansus Raperda tentang Pansus Penyerahan Prasamna, Sarana &
Ltilitas Perumahan dan Permokiman Tahun 2019

2. Sehubungan dengan hal tersehut diatas, kami mobon berkenan kiranya Saudara unik
dapat menghadirkan

Kepala Bappeda Kab. Karawang

Kepala Dinas Pekerjaan Umuomn dan Penataan Ruang Kob Karawang:

Kepala Dinas Perumahan Rakya don Bawvasan Permukiman kab, karawang.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersshan kb Karawong

kepaln DPMPTSP Kab. Karawang;

kepala BPRAD Kab, Karawang:

Kepala Bagian Hukum Setda koab. kamwang,
h. Kepala Bapan Pertanahan Setda kab. Karawang!

ﬂ Dalam Rapat Pembahasan Pansus Raperda temavg feniang Pansus Penverahan
Prasprona, Sarana & Utilites Perumahan dan Permuokiman, vong akan dilaksanakan

o =

I = o N

pada

Han / Tanggal :  Sclasa, 14 lanuar 2030

Pukul o 0R00D WIB s d selesai

Tempat Ruang Rapat DPRD kabupaten karawang

Acara Rapat Pembahasan Draf Raperda

Catasan Dimohon  untek  tidek  mewakifon  dan hodlr  fepat pada

ATk IR R
3. Demikian agar maklum,

DEWAN PERWAKILAN RARYAT DAERAH
RABUPATEN KA Hrﬂ'lr';-}"i G

RETUA -~

o

ENDI ANWAR




DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprapto No. | Karawang
Telp. : (0267) 414168 - 405151 - 402202 - 414166 Fax, | (0267) 412293

Karawang T4 Januar 2020

MNomor 005 (%% (DPRD Kepadi
Lampiran - Yth, Kepala BPN
Hal Rapat Pembahasan Pansus Kabupaten Karawang

DPRD Kabupaten Karawany

-
EARAWAMANG

UNDANGAN

Dasar, Hasi! Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kerawang
ﬁ Tanggal 26 — 27 November 2019 tentang Penjadwalan Rencana Kerja DPRD
Bulan Movember dan Desember 201%

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon berkenan Kirinya
Saudara/i untuk dapat Hadir dalam Rapat Kerja Pansus wentang Pansus Penyerahan
Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman DPRD Kabupaten Karawang
vang akan dilaksanakanm pada - '

Har / Tanggal Selasa, 14 Januan 2020

Fukul - 09 00 Wb s/d selesa

Tempat Ruang Rapat DPRD Kabupaten Karawang

Acara Pembahasan Tentang Draft Raperda Pansus tentang Pansus

Penvershan  Prasarana, Sarana & Utbilwag  Perumahan  dan
Pemmukuman

Demikian atas Kesediaan dan Kerasamanya kami sampaikan Terima kasih
o DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KARAWANG
KETUA "

; I'\ e

l»[E'h'DI ANWAR



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

JI. Suprapto No. 1 Telp. (0267) 402202 - 414168 Fax. (0267} 412293 Karawang

NOTA DINAS

Kepada  : Yth. Ketua DPRD Kabupaten Karawang

Dari . Ketua Pansus Raperds Penyerahan Prasarana, Sarana & Utllitas Perumahan dan
Permukiman DPRD Kabupaten Karawang

Tanggal 15 Januari 2020

Perihal . Laporan hasil Rapat Pembahasan (Pansus) Penyerzhan Prasarana, Sarans & tslitas

Perumanan dan Permuliman

1. Dasar,
a, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karawang, tentang ~smbentukan Pansus — Pansus
DPRD Kabupaten Karawang,
b. Surat Keputusan Ketua DPRD Kabupaten krawang Momar : 005 /27 / DPRD, tanggal
ﬂ 13 Januari 2020 tentang Susunan dan Komposisi Keanggotan Pansus DPRD
Kabupaten Karawang Tahun 2039,
2, Berkenaan hal tersebut di atas, bersama inl kami sampaikan hadil Rapat Muzayawarah
pembentukan unsur pimpinan Panitia Khusus untik pembahasan Raperda Penyecanan
Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman, yang dilaksanakan pada
Harl/ranggal : Selasa, 14 lanuari 2020

Fukul 0900 WIB 5.d Selesai
Tempat ; Rwang Rapat OPRD Kabupaten Karawang
Acara . Rapat Pembahasan Pansus raperda Penyerahan Prasarana, Sarzna &

Utilitas Perumahan dan Parmukiman

3. Hadir dafam rapat :
a, Kordinator Pansus DPRD Kab. Karawang,
Ketisa dan Anggota Pansus DPRD kKahupaten Karawang;
Kasubid Bappeda Kah. Karawang;
Kasi P2 BPM Kab. Karawang;
Kabap Hukurn Setda Kab. Karawang;
Kabid DLHE Kab, Karawang;
Kasi PSLY PREP Kab. Karawang;
Kabid PIU PREP Kab. Karawang; |
Kabid Pengendalian DPMPTSP Kab. Karawang;
|, ¥asubid BPEAD Kab, Karawang;
k. Umnsur Sskratariat DPRD kKabupaten Karawang-

= S R =

TR

d. Resume rapat sebagai berikul -

2, Keluhan BPKAD bagian Aset terkait penyerahan Aset yarg di serahkan maupun yangn
belum di serahkan cleh para Pengembang antara lain
1. Lahanvang di serahkan tidak sesual ukuran dalam Setplain,

% Pengembang Kabur meninggalkan Perimahan yang di bangun

3. Pengembang tidak Kopratif selalu tidak ada di tempat ketika di temul oleh
utusan Permerintabh dalamhal ind Para OPFDY Dinas terkeit;

4. Pengembang tidak punya Dana untuk kepengurusan penyerahan pasas dan
AL,

b, Pansus merekomendasikan kepada para pengembang terkait laslan  penghubieng
perumahan minimal 4 M untuk mempermodah keluar masuk penghuni perumahan
tersebut.

t. Pansus merekomendasikan kepada Para Pengembang terkmt pemouatan Dralnase agar

terkpordinsal dengan saluran pembuang sehingga tdak terjadl penyumbatan terhadap
saluran versebut,




d. Pansus Pasos dan Paswm Berdasarkan Ketentuan pasal 26 Peraturan Menteri Datam
Negeri Namor 9 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan
Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah.

e, ransus sepakat untukm memaksimalkan Pengembang dalam menyerahkan PSU perlu
di lakukan pengawasan yang komprehensif dari semua OPD terkair,

f. Pansus sepakat demi tertibnya penguasaan Aset Dserah di wilayah Karawang olsh
Pemerintah Daerah, bag: masyarakat vang menempati aset Daerah perlu di Relokasi
sesisal aturan yang berlaku dalam perundang — undangan.

B- Pansus merekomendasikan kepada Pengembang agar membeat IPAL terkait banyak di
temukan Limbah Rumah Tangga yang berasal darl Perumahan seperth, sampah organik
maupun sampah Nan Organik berserakan di pinggiran jalan.

h. Pansus merekomendasikan kepada Pemerintah Dacrah terkait PSU agar di lengkapl dan
dimaksimalkan demi kenyamanan masyarakat Perumahzn baik vang Elit maupun yang
biasa,

L Pansus merekomendasikan kepada OPD/Dinas terkait P5U, agar membuat Jjadwal untuk
melakukan Sidak untuk mengetahul lansung keadaan yang Riil di Lapangan terkait PSL
vang di bangun cleh Pengembang

- Pansus merekomendasiksn kepada Pemerintah Dasrab untuk membust Bank sampah
mengingat TPS Jalumpang sudah tidak bisa lagi menampung semua sampah vang ada di
Eab. Karawang.

k. Pansus merekomendasikan kepada Pemerintzh daerah terkait penangan sampah harus
benar — benar serius  karena selain menyebabkan banjir sampah juga banyak
menimbulkan penyvakit di masyarakat.

| Pansus merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah terkait penyerahan PSU harus di
hadirkan Unsur Pemerintah Desa/Kelurahan, dan Camat setempat agar penyerahan
P5U benar — benar sesual harapan yang di inginkan Masyarzkat dan Pemerintah,

KESIMPULAN:

= Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas terkait yang mengan! penyverahan PSU di tuneut
berdedikasi sehinggs tidak terjadi penyalah gunaan wewenang vang menimbulkan
kesengsaraan bagi masyarakat di kemudian hari.

Pemerintah Daerah harus memastikan semua pengembang dalam rangka menyerahkan
P5U sesusin ketentuan yang berlaku dalam Peraturan dan penindang —undangan yvang
berlaky saat ini.

3. Demikian laporan hasil rapat yang dapat kami sampaikan.
PANITIA KHUSUS RAPERDA
RAPERDA PANSUS PENYERAHAN PRASARANA,
SARANA & UTILITAS PERLIMAHAN DAN PERMUKIMAN

Eetua, Wakil Ketu

e ——

NG SODIKIN, 5.Pd,.|,MH H. ACEP SUYATMA, SH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprapto No, I Karawang
Telp. : {0267) 414168 - 405151 - 402202 - 414166 Fax. : (0267] 4122%3

DAFTAR HADIR
RAFAT KERJA PANSUS RAPERDA TENTANG PENYERAHAN PRASARANA,
SARANA & UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUFATEN KARAWANG
Hari/ Tanggal i Belean, 14 Januar 2020
Pukul 0500 wig
Temgat Ruang Rapet DPRD Kab. Karawang [
hears ! Repat Pembahasan Draft Raperda
e e e T — ==
N, MNAMA, JABATAN TANDA TANGAN
T 7 3 I =
@) 1 [sURYANA 5 KORDIMATOR PANSUS P
2 |'-| ENDHNG EUC‘H::H 5 F‘I:I | |'|Tr| KETUA FANSLS
S ——— - —— EE.EE l-______-I-- e o e . e o o rrraw
3 |H, ACER EL,I\'HJNA SH | WAKIL KETUA thlauc.
4 FITHI MELINDE. &.508 ANGGOTA PANSLIS
' 5 |H. ABAS HADIMULYANA, SE .‘I.HGGE'T& F'.ﬁNEU &
& |MAHPLDIN AMGEOTAE PANSLIS
7 |KAEMIN KOMARUDIN ANGGOTA PANSUS
B [H. ANDA SUHANDS. SE Ah'"“'"ﬂ'. I'-'F.MEW
ﬂ 9 [H ISHAK I5KANDAR, 5.505 ANGEOTA r'.-!-hlt:l..l&-
10 |TAUFIE ISMAIL S Sos ANGEOTA PANSLS
11 [H. TATANG TALPIK ANGEOTA PANSLS
12. |0 H. W'.HH.I SLlHEHMﬁ.I".I MPa AMGEOTA PANSUS
13 |ir. NANA SURYAMA, ST ANGGOTA PANSUS
14 |Hj. NURLELAH SARIPIN, SE ANGGOTA PANGUS
15, |H. TOTO SURIPTO. SE ANGGEOTA F‘.ﬁNELI-S_““

KABUFPATEN KARAWANG
KETUA PANSUS

7

H ANG SODIKIN, 5.Pd.),.MH



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

JI. Suprapto No. 1 Telp. (0267) 402202 - 414168 Fax. (0267} 412293 Karawang

DAFTAR HADIR SEKRETARIAT
DPRD KABUPATEN KARAWANG

Han / Tanggal Selasa, 14 Januan 2020

Pukul . 09.00 WIB s/d selesai

Tempat . Ruang Rapat DPRD Kabupaten Karawang

Acara Rapat Pembahasan Draft Raperda

NO | NAMA JABATAN NO. HP TANDA TANGAN
_ S ——— = 4

T it
o Umlsgmp I |
i

ﬁ

KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN
DPRD KABUPATEN KARAWANG

I .

D= SANDANG Wil |-I'|'."|“~E.'l|
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IV ih

NIP 146701001 99205 100




DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprapto No, | Karawang
Telp. - (0267) 414168 - 405151 - 402202 - 414166 Fax. ; (0267) 412293

S ~ DAFTAR HADIR UNGAWGAN =
RAPAT KERJA PANSUS RAPERDA TENTANG PENYERAHAN PRASARANA,
SARAMA & UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
Han Targgal Bedasa, 14 Janisan 2000
Pubnid (5.00 WIE
Tompat Fyang Fapsl DFRD Lao. sarmeang
AoEy Fapst Pembahasan Draft Racondn
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HKARAWANG
KETUA PANSUS



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprapto No. 1 Karawang
Telp. : (0267) 414168 - 405151 - 402202 - 414166 Fax, {0267),412293

NOTA DINAS

Yih, Kepala Bagian Persidangan Sekretanat DPRID habupaten Karawang

kepada

Tanggal 14 Januan 2020

[Dan ¢ Pimpman Pansus Haperda tentang Raperda Tentang Penverahan Frasarana, Sarana
de Utaligas Perumahan dan Permukuman

Perihal :  Penpajuan Jamuan Makan dan Snack Untuk Kegatan Rapat kena Pansus

Berkenaan akan diadaken Rapal Kegja Pansus Raperda tentang Raperda Tentang
Penverahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumzhan dan Permukiman DPRD

Kabupaten Farawang

Sebagaimana dasar terschut diatas, maka Pansus Raperda tentang Raperda
Tentang Penyverahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman DPRD
Kabupaten Karawang, bermaksud mengajukan permobonan pengadaan Makan dan
Snack, vane akan dilakzanakan pada

Hari / Tanggal Selasa, 14 Januan 2020

Pukul 09,00 Wb

Tempat . Ruang Rapat DPRD Kabupaten Karawsng
Acara Rapat Pembahasan Draft Raperda

Demikian Nota Dhnas i kami sampaikan, atas perbatigannya kami ucapkan
terimn kasth
DEWAN PERWARKILAM EAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
RETUA PANSLIS

-

1. E?ﬁ'ﬂﬁi SODMKIN, S8.Pd.L.MH



DOKUMENTASI HARIL RAPAT PANSLS PENYERAHAN PRASARANA,
SAHRANA & UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
















LAPORAN

HASIL RAPAT PANSUS ,
PANSUS RAPERDA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA & |
UTILITAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN '
DPRD KAB, KARAWANG DENGAN DINAS TERKAIT
Pada Hari Rabu, Tanggal 15 Januari 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |

KABUPATEN KARAWANG |
TAHUN 2020

h
- 0§ -




DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAR
KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprapto No. 1 Karawang
Telp. : (0267} 414169 - 405151 - 402202 - 414160 Fax (0267) 412293

Kargwane. ' ¢ Januan 2020

Nomor . 005 /41 'DPRD Keepada
Lampiran © - Yih Bupali Farawang
IHal Rapmt Pembahasan Pansus &.q Sekeetins Dacrah
DPRD Kabupaten Karpwang kabupaten Karawang
c -

o AR AWANG
UNDANGAN

1. Dasar
h 5. Rapet Paripura DPRD Kabupaten Karawang tangial =5 MNovember 2009 Tentang
Pembentukan Pansus Raperda Tentang Pansus Penyerahan Prasarana, Sarati &
Litilitas Perumahan dan Permukiman
b. Program Kena Pansus Raperda tentang Pansus Penyerahan Prasarana, Sarmma &
Utilitas Perumahan dan Permukiman Tahom 2019

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mehon berkenan kiranya Saudara untuk
dapat menghadirkan .

1. Kepala Bappeda Kab. Karpwang

b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kaob. Karawang,

¢, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kab. Korawang,
d. [inas Lingkungan Hidup dun Kebersihan Kab. Karnwiang,

2, Kepala DPMPTSP Kab. Karawang,

f Eepaln BPKAD Kab. Karawang

o, Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Karawang;

h. Kepala Bagian Pertanahan Seida Kab, karawang,

ﬁ Dalam Rapat Pembahasan Pansus Raperds tenmtang tentang Pansus Penyerahan
Prasarana. Sarana & Utilitas Pesumaban dan Permukiman, vang akan dilakssnakan
preinci
Hart / Tangasl Babna, V5 Jamuar 2020
Pukul 1300 WIB s.d selesai
Tempat Rueng Kapat DPFRD kabupaten harowang
Acara . Rapat Permnbalsasan Drat Raperda
Catatan . Dimohon antuk  tdak  mewakilkan dun hodie tepat pada

Wk fLLiT ).

3. Demikian agar maklum

DEWAN P’Eﬁﬁi‘mux RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KRARAWANG
KETUA

PENTH ANWAR



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprapto No. 1 Karawang .
Telp. : {0267) 414168 - 405151 - 402202 - 414166 Fax. . (0267) 412293

Karawang +5 Janugn 2020

Nomar 005 /41" | DPRD Kepada
Lampiran | - Yih, Kepala BPN
Hal . Rapat  Pembahasan Pansus Kabupaten Karawang

DPRD Kabupaten Karawang
cli-
KARAWANG

UNDANGAN

Dasar, Hasil Rapat Badan Musvawarah DPRD Kabupaten Karawing
Tanggal 26 — 27 November 2019 tentang Penjadwalan Rencana Kernja DFRD
h Bulan November dan Desember 2019

Sehubungan  dengan hal tersebut diatas, kamu mohon berkenan Kirunva
Saudara/i untuk dapat Hadir dalam Rapat Kena Pansos wntang Pansus Penyerahan
Prasarana, Sarana & Utilitas Penumahan dan Permukiman DPRD Kabupaten Karawang
vang akan dilaksanakanm pada

Hari / Tanggal - Rabu, I3 lanuari 2020

Pukul : 13.00 Wib s5/d selesa

Tempat : Ruang Rapat DPRD Kabupaten Karawang

Acara . Pembahasan Tentang Draft Raperda Pansus temang Pansus

Penverahan Prasarana, Samna & Unlims Perumahan  dan
Permuokianan

Demikian atas Kesediaan dan Kerjasamanyva kami sampaikan Terima Kasih

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
™ KABUPATEN KARAWANG
KETUA

P aal

PENIH ANWAR




PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

JI. Suprapto No. 1 Telp. (0267) 402202 - 414168 Fax. (0267) 412293 Karawang

T — e — — _ —_ — —_ _ —
NOTA DINAS
Kepada : Yth. Ketua DPRD Kabupaten Karawang
Dari - Ketuz Pansus Raperda Penyerahan Prasarana, Serand & Utilitas Perumzhan dan
Permukiman DPRO Kabupaten Karawang
Tanggal : 16lanuan 1010 _ _
Perihal : Laporan hasil Rapat Pembahasan {Pansus) Penyerahan Prasarana, Sarana E Ugllitas

Perumahan dan Permukiman

1. Daszar,

2, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karawang, tentang Pembentukan Fansus = Panius
DPAD Kabupaten Karawang;

b, Surat Keputusan Ketuz DPRD Kabupaten krawang Momor : D05 /41 { DPRD,
ranggal 15 Januari 2020 tentang Susunan dan Kompostsl Seanggotan Pansus DPRD
Labupaten Karawang Tahun 2019.

3. Boerkenaan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan hasil Kapat bsayawarah
pembentukan unsur pimpinan Panitia Khusus untuk pembahasan Rap erda Penyerahan
Prasarana, Sarana & Utllitas Perumahan dan Permukiman, vang dilaksanakan pada:

Harl/tanggal :Rabu, 15 Januari 2020

Pukul : 13.00WI8B £.d Setesai
Tempat : Ruang Rapat DPRD Kabupaten Karawang
Acara : Rapat Pembahasan Pansus raperda Penyerahan Prassrana, Sarana &

Utilitas Perumahan dan Permukiman i

3. Hadir dalam rapat :

Kardinator Pansus DPRD Kab. Karawang,
Ketua dan Anggota Pansus DPRD Kabupaten Karawang,
iasubid Bappeda Kab. Karawang;

Kasi BPM Kab. Karawang;

Kabag Hukum Setda Kab. Karawang;

£abld DLHEK Kab, Karawang,

kasl PSU PREP Kab, Karawang,

Kabid PIU PREP Kab. Karawang;

Kabid Pengendalian DEMPTSP Kab. Karawang;
Easubid BPEAD Kab. Xarawang,

Unsur Sakretanat DPED Kabupaten Karawang,

:-:r:'—.!'nq_n!:rpl

= 5

4. Resume rapat sebagai benkut |

3. Eeluhan = keluhan OPD/Dinas antara lain ;
~ Keluhan DPMPTSP,;
Pengembang sering marubah Stplain.
= Pertanahan;
- Penyerahan Drainase tidak sesuai Stplain;
- Penyerahan PSU sering di kurangi luasnya
= Agar di bentuk dewan pengawas.
= Keluhan BPN

- Kurangnya pemantauan dari semua pihak

- Agar aturan di tegakan sesuai ketentuan yang berlku,
- Untuk Penyerahan P5U agar di persingkat.

- Pengembang sering mengalihkan asat PSL,




 Pansus merekomendasikan kepada BPBMPTSP, BPN, PETANAHAMN, terkait

rmemberikan perizinan untuk para Pengembang jika tidak memenuhi salah satu
pasal atau ayat dalam Perds yang baru jangan dikeluarkan izinnys untuk
Pengembang Perumahan mapun Apartemen dan per- Hotelan,

Pansus merekomendasikan kepada Para Pengembang agar mematuhi terkait
sernua persyaratan yang harus di penuhi dalam penyerahan P5LL

. Pansus merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah melalui DPMPTSF untuk

menahan 10% sampai dengan 20% dari pinjaman Bank sebagaijaminan untuk

penyerahan PSU dari Pengembang.

Pansus merekomendasikan kepada semua OPD/Dinas yang menangani P3U

untuk memaksimalkan PERDA terkait Penyerahan Pascs dan Pasum antara lain

Pengembang yang mengembangkan Perumahan di atas 50 Ha harus membangun

Gedung Sekolah.

Pansus merekomendasikan kepada DPMPTSP dalam mengelurkan penzinan

harus di pastikan terkait penyerahan PSU harus di cek ke lapangan untuk

memastkan P5U sesuai peruntukannya.

KESIMPLILAN;

» Pengembang adalah Pengusaha yang dimana termpat selalu berorentasi
dengan keuntungan, apapun cara aken di tempuh bila perlu menipu
Pemerintah dan masyarakat demi keuntungan,

= Pemerintah harus membuat rambu — rabu yangn bisa membuat Pengusaha
jujur dan mau berbuat sesuai aturan yang berlaku dimana pengusana
melebarkan sayap usahanya.

~ Ketitka Pemerintah dengan Persturannya berjalan, masyarakat dengan
pengawasannya juga berjalan, para Penegak Hukum dengan Kontroinya juga
berjalan pada akhirnya para Pengembang akan melaksanakan apa yang di
atur oleh Perundang-undangan maka sejahtralah suatu Daerah.

. Demikian laporan hasil rapat yvang dapat kami sampaikan,

PANITLA KHUSUS RAPERDA
RAPERDA PANSUS PENYERAHAN PRASARANA,
SARANA & UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Ketua, Wakil Kejua,

..--'"--__‘_'_

H. ENDANG SODIKIN, 5.Pd,.MH H. ACEP SUYATNA, 5H



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprapto No. 1 Karawang
Telp. - (0267) 414168 - 405151 - 402202 - 414164 Fax. : (0267 -'5122'}3

DAFTAR HADIR
RAPAT KERJA PANSUS RAPERDA TENTANG PENYERAHAN PRASARANA,
SARANA & UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KARAWANG
Hari{ Tanggal ¢ Rabu, 15 Januan 2020
Pukul C1300'wIe
Tempat Ruang Rapa DPRD Kan, Rarawang
ALArR Rapat Pembahasan Oraft Raperda
S o =
MO, NAMA JABATAN TANDA TANGAN
H 1 [SURYAMNA, 5H KORDINATOR PANSUS
7 IH. ENDANG SCOIKIN, 5.Pd,LMH KETLIA PANSUS
% |H. ACEP SUYATNA, 5H WAKIL KETUA PANSLIS
4 |FITRIMELINDA, 5508 ANGGOTA PANSUS
& |H. ABAS HADIMULYAMA, SE ANGGOTA PANSLS
B [MAMPLIORM ANGGOTA PANSLS
T iH.l"-EMIN KOMARLDIN ARNGGOTA PANSLIS
8 |4 ANDA SUHANDA, SE AMGGOTA PANSLS
™| 9 [H. ISHAK ISKANDAR, 5.50s ANGGOTA PANSUS
10 [TALUFIK ISMAIL, 5.508 ANGEOTA PAKSIUS
11 |H. TATAMNG TALIPIK ANGGOTA PANSUS
12. |Drs. H. MAMAN SUHERMAN, M.Pd ANGGOTA PANSUS
13 |Ir. NANA SURYANA, 5T AMNGGOTA PANSLS i
Y4 |H, NURLELAH SARIPIN, SE aNGGOTAPRNSUS A 1 N
18, |H. TOTO SURIFTO, SE ANGGOTA PANSUS B ‘,r"
..... L. B R TPLE] Gt e LUt S —
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT nAE}.gn'

KABUPATEN KARAWAN
KETUA PANSUS

H. PNDANG SODIKIN, 5.Pd ), MH




PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

JI. Suprapto No. 1 Telp. (0267) 402202 - 414168 Fax, (D267) 412293 Karawang

DAFTAR HADIR SEKRETARIAT
DPRD KABUPATEN KARAWANG
Har ! Tanggal Rabu, 15 Januar 2020
Fukul - 13.00 WIB s/d selesai
Tempat - Ruang Rapat DPRD Kehbupaten Karawang
Acara . Rapat Pembahasan Draft Raperda -
| NO NAMA JABATAN NO. HP TANDA TANGAN
1 M - ,E ks ﬁa&g‘ B
| o | Mty WLy i Y i 1.
™ ’ |
| _H: [
PN feloggarn
7/ AT, oV
E i e —
6 m_uﬂ_-/ﬂ )
o W@ lhgu s N B
g EAlen B -
10 ?FI\L\':.I.,' e B
™

KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN
DPRD KABUPATEN KARAWANG

4

Dz NANDANG MULY ANA
Pembine Tk |
Vb
WP 136TOI091 99203 1005




KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprapto No. 1 Karawang

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Telp. : (0267) 414168 - 405151 - 402202 - 414166 Fax. ! (0267) 412293

RAPAT KERJA PANSUS RAPERDA TENTANG PENYERAHAN PRASARANA,

BAFTAR HADIR UNDANGAN

SARANA & UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABLIPATEN KARAWANG
Hari! Tanggal ~ Faou, 15 Januan 2020
Pukui 1300WE
Tempal Ruang Rapal DPRD Kab, Karswang
 Bcars: Rapal Pembahaszn Drall Raparda
mis AR TR I HETAREL ] ~TREXTAN o _IANCATANGAY
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprapto No, 1 Karawang
Telp. ; (0267) 414168 - 405151 - 402202 - 414166 Fax. : (0267) 412293

NOTA DINAS

Kepada : Yth Kepala Bagian Persidangan Sckretariat DPRD kabupaten Karawang

Tanggal 15 Januan 2020

Dari - Pimpinan Pansus Raperda tentang Raperda Temang Penverahan Prosarana, Sarana
& Utilitas Perumahan dan Fermukunan

Perihal  ©  Pengajuan Jamuan Makan dan Snack Untuk Kegiatan Rapat Kerja Pansus

e ——— e ——————————————— e s &8

Berkenaan akan diadakan Rapat Kerja Pansus Raperda tentang Raperda Tentang
Penverahan Prasarana, Samana & Unlitas Perumahan dan Permukiman DPRD

ﬁ Kabupaten Karawang,

Sebagmimana dasar tersebut diatas, maka Pansus Raperda tentang Raperda
Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana & Unlnas Perumahan dan Permukiman DPRD
Kabupaten Karawang, bermaksud mengajukan permohonon pengadaan Makan dan
Snack. vang akan dilaksanakan pada

Hari / Tanggal ¢+ Rabu, |5 January 2020

Pukul 132.00 WIB

Tempat Ruang Rapat DPRD Kabupaten Karawang
Acara . Rapat Pembahasan Drafi Raperda

Demikian Nota Dinas ini kami sampaikan, atas perhabasnnva kami ucapkan

ﬁ terima kasih.
DEWAN PERWARILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KARAWANG
KETUA f}iﬁSUS e

H. ENDANG SODIKIN, 5.Pd.LMH




DOKUMENTAS| HARIL RAPAT PANSUS PENYERAHAN PRASARANA,
SARAMNA & UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN










LAPORAN

HASIL RAPAT PANSUS
PANSUS RAPERDA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA &
UTILITAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
DPRD KAB. KARAWANG DENGAN DINAS TERKAIT
Pada Hari Jum’at, Tanggal 26 Juni 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2019




=

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprapto No. | Karawang
Telp. (0267) 414168 - 405151 - 402202 - 414166 Fax (0267) 412293

Momaor
Lampiran

Hal

Karawang, 24 Jum 2020

L8

005 [ 501/ DPRD Kepada
- ¥th. Bupah Karawang
. Rapat Pembahasan Pansus ¢ Sekretans Daerah
DPRD Kabupaten Karawang Kabupaten harawang
di -
KARAWANG
UNDANGAN
1. Dasar;

a. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karawang tanggal 29 November 2019 Tentang
Pembentukan Pansus Raperda Tentang Pansus Penyerahan Prasarana, Sarana &
Utilitas Perumahan dan Permukiman.

b. Program Kerja Pansus Raperda tentang Pansus Pemyerahan Prasarana, Sarana &

Linlitas Peromalian dan Peronokiman Tabun 2019,
Program Kera Komus [ Tahun 2020

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon berkenan kiranya Sandaea untuk
dapat menghadirkan

= ome AN o

Kepala Bappeda Kab, Karawang;

Kepata Dinas Pekerjaan Umum dan Penatasn Ruang Kab. Karawang;

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kob. Karawang,
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Karawang,

Kepala DPMPTSP Kab. Karawang:

Kepala BPEAD Kab, Karvwang,

Kepala Bagian Hukum Setda Kab, Karawang;

Kepala Bagian Pertanahan Setda Kab. Karawang,

Dalmn Hapat Pembahasan Pansus Raperda tentang lentang Pansus Penyerahan
Prasarana, Sarana & Utlitas Perumahan dan Permukiman, vang akan dilaksanakan

pada :

Hari / Tanggal : Jum’at, 26 Jum 2020

Pukul o 1300 WIB 5.d selesm

Tempat . Ruang Rapat DPRD Kabupaten Karawang

Acara - Pembahasan Tentang Draft Raperda Pansus Penyershan
Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman

Catatan . Dimohon wntek tidak mewakilkon dan hadir fepaf poda

WK ITErT VT,

3. Demikian agar maklum,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
KETUA

i

PENDI ANWAR



Kepada
Dari

Tanggal
Perinal

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprapto No. 1 Karawang
Telp. {0267) 414168 - 405151 - 402202 - 414166 Fax [0267) 412293

NOTA DINAS

: Yth, Ketua DPRD Kabupaten Karawang
: Ketua Pansus Raperda Penyerzhan Prasarana, Sarana & Uilitas Perumahan dan

Permukiman DPRED Kabupaten Karawang

: 29 luni 2020
i Laporan hasil Rapat Pembahasan (Pansus) Penyerahan Prasarana, Sarana & LUtilitas

Perumahan dan Permukiman

1. Dasar,

4. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karawang, tentang Pembentukan Pansus — Pansus
DPRD Kabupaten Karawang;

b. Surat Keputusan Ketua DPRD Kabupaten karawang Nomor @ 005 [ 27 / DPFRD,
tanggal 13 Januar 2020 tentang Susunan dan Komposisl Keanggotan Pansus DPRD
Kabupaten Karawang Tahun 2019.

2, Berkenaan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan hasil Rapat Musayawarah
pembentukan unsur pimpinan Fanitla Khusus untuk pembahasan Raperda Penyerahan
Prasarana, Sarana & Utllitas Perumahan dan Permukiman, yang dilaksanakan pada :

Hariftanggal :Jum’at, 26 Juni 2020

Pk v 13,00 WIB 5.d Selesal
Tempat i Ruang Rapat DPRD Kabupaten Karawang
Acara ! Rapat Pembahasan Pansus raperda Penyerahan Prasarana; 5arana B

Utilitas Perumahan dan Permukiman

3. Hadir dalam rapat :

Kordinator Pansus DPRD Kab. Karawang;
Ketua dan Anggota Pansus DPRD Kabupaten Karawang;
Kasubid Bappeda Kab. Karawang;

Kasi P2 BPN Rab. Karawang;

Kabag Hukum Setda Kab, Karawang;

Kabid DLHK Kab. Karawang;

Kasi PSU PREP Kab, Karawang,

Kabkid PIU PREP Kab. Karawang;

Kabid Pengendalian DPMPTSP Kab. Karawang;
Kasubid BPEAD Kab. Karawang;

Unsur Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang.

FJ

FT o FEMEAn

4, Resume rapat sebagal berikut

# Kriteria Parasarana, Sarana dan Utilitas yang di serahkan yang tertulis dalam
pasal 10 Bab Il di sepakati antara lain ;
1. Untuk Prasarana, tanah dan bangunan telah selesai dan di pelihara
2. Untuk Saran, tanah siap bangun atau tanah dan bangunan telah selesai di

bangun dan di pelihara

3. Untuk Utilitas, tanah dan bangunan telah selesai di bangun dan di pelihara.

» Persyaratan Penyerahan Prasarana, sarana, dan utilitas di sepakati oleh Peserta
Pansus sesuai pasal 11 Bab IV antara fain:
Pernerintah Daerah menerima penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas
perumahan dan permukiman yang telah memenuhi persyaratan, Umum, Teknis

dan Administrasi.

# Persyaratan umum sebagaimana di maksud dalam pasal 11 Bab IV di sepakati
oleh peserta Pansus sesual pasal 12 antara lain;




1. Lokasi prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan rencana Tapak yang
sudah di setujui oleh Kepala Perangkat Daerah yang berwenang,.
2. Sesual dengan dokumen perizinan dan sepesifikasi teknis bangunan.
3. Suratn pelepasan hak atas tansh dan Pengembang kepada Pemerintah
Daerah,
= Pembentukan Tirm \erifikasi yang di setujul oleh Peserta Pansus sesuai bab V
dalam pasal 13 di sarankan agar pihak Kejaksaan di [kut serta dalam tim
verifikasi.
# Para Peserta Pansus sepakat untuk pasal 14 dan pasal 15 di anggap telzh sesuai
dengan Konsidran Draf Raperda tentang Pasos dan Pasum,
= Kesimpulan;
Para peserta Pansus hadir sesual undangan dan masing — masing peserta dari
OPD/Dinas dan Dewan diberi hak yang sama untuk menyampaikan saran,
masukan, dan argumentasi mengenai pasal pasal yeng tertulis dalam Draf
Raperda tentang Pasos dan Pasum

5. Demikian laporan hasil rapat yang dapat kami sampaikan.
PANITIA KHUSUS RAPERDA

RAPERDA PANSUS PENYERAHAN PRASARANA,
SARANA & UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Ketua, Wakil Ketua,
L4
L

H. ENDANG SODIKIN, 5.Pd,.1,MH H. ACEP SUYATNA, 5H



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprapto No. | karawang
Telp. (0267) 414168 - 405151 - 402202 - 414166 Fax (0267) 412283

NOTA DINAS
Kepada Yth. Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang
Tangpal 26 Jumi 2020
Dari Pimpinan Pansus Raperda tentang Raperda Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana
& Utilitas Perumahan dan Permukiman
Perthal : Pengajuan Jamuan Makan dan Snack Untuk Kegiatan Rapat Kerja Pansus

Berkenaan akan diadakan Rapat Kerja Pansus Raperda tentang Raperda Tentang
Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman DPRD
Kabupaten Karawang

Sebagaimana dasar tersebut diatas, maka Pansus Raperda tentang Raperda
Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman DPRD
Kabupaten Karawang, bermaksud mengajukan permohonan pengadaan Makan dan
Snack, yang akan dilaksanakan pada

Han !/ Tanggal o Jum'at, 26 Jum 2020

Pukul  13.00 WIB

Tempat . Ruang Rapat DPRD Kabupaten Karawang
Acara . Rapat Pembahasan Drafi Raperda

Demikian Nota Dinas ini kami sampaikan, atas perhatiaannyva kami ucapkan
terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
KETUA PANSUS

H. E! NG SODIKIN, 5.Pd.I.MH




DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KEARAWANG

Jalan Suprapto No. 1 Karawang
Telp. (0267) 414168 - 405151 - 402202 - 414166 Fax (0267) 412293

DAFTAR HADIR
RAFAT KERJA PANSUS RAPERDA TENTANG PENYERAHAN PRASARANA,
SARANA & UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KARAWANG
Hari / Tanggal ¢ Jurm'at, 26 Juni 2020
Pukul C 1300 WIE
Tempal : Ruang Rapat DFRD Kab. Karawang
Acara ' Rapal Pembahasan Draft Raperda
NO. NAMA JABATAN TANDA TANGAN
| 1 i 3
1 |SURYANA, SH KORDINATOR PANSUS
2 |H.ENDANG SODHKIN, 5.Pd, |.MH KETUA PANSUS
3 |H.ACEP SUYATHA, 5H WAKIL KETUA PANSUS
4 [FITRIMELINDA, 5,505 ANGGOTA PANSUS
5 [H. ABAS HADIMULYANA, SE ANGGOTA PANSLIS
g IMAHPLIDIN ANGGOTA F'AHS-I.JS
T |KAEMIMN KOMARLUDIN ANGGOTA PANSLIS
E |H. ﬁ.HEIA SUHANDA, 5E ANGEOTA PANSUS
9 [H. IZHAK ISKANDAR, 3 505 ANGGOTA PANSUS
10 [TAUFIK ISMAIL, 5 805 ANGGOTA PANSUS
11 |H. TATANG TAUPIK ANGGOTA PANSUS i %‘
12. |Crs. H, MAMAN SUHERMAMN, M.Pd ANGGOTA PANSLS
13 [Ir. HANA SURYANA, 5T ANGEOTA PANSUS
14 |H|. NURLELAH SARIPIN, SE ANGGOTA PANSUS
15. |H. TOTO SURIPTO, 5E ANGGEOTA PANSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
KETUA PANSUS
Ll

H. ENDANG SODIKIN, 5.Pd |, .MH



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

JI. Suprapto No. 1 (0267) 402202 - 414168 Fax. (0267) 412293 Karawang

DAFTAR HADIR SEKRETARIAT
DPRD KABUPATEN KARAWANG

Hari / Tanggal - Jum'at, 26 Juni 2020

Pukul . 13.00 WIB s/d selesai
Tempat . Ruang Rapat DPRD Kabupaten Karawang
Acara . Pembahasan Tentang Draf Raperda Pansus Penyershan

Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan & Permukiman.

o | NAMA JABATAN NO, HP TANDA TANGAN |

KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN
DPRD KABUPATEN KARAWANG

Dyrs, NANDANG MULYANA
Pembinn Th.1
IV/b

WIP. 19670109 199203 1005




DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprapto No. 1 Karawang
Telp. (0267) 414168 - 405151 - 402202 - 414166 Fax [0267) 412293

DAFTAR HADIR UNDANGAN
RAPAT KERJA PANSUS RAPERDA TENTANG PENYERAHAN PRASARANA,
SARANA & UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
HABUPATEN KARAWANG

Wan f Tanggal  © Jum'al 25 Juni 200
Pl 120018
Tampat Ruarg Rapal DPRD Kab. Karsweng
Acara Rapal Pambahasan Drafl Hapanda
T T T — 1718 —7 T 7T —
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
AN

g

H, ENDANG SODIKIN, 5.Pd !, MH



DOKUMENTAS| HARIL RAPAT PANSUS PENYERAHAN PRASARANA,
SARANA & UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN










LAPORAN

HASIL RAPAT PANSUS
PANSUS RAPERDA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA &
UTILITAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
DPRD KAB. KARAWANG DENGAN DINAS TERKAIT
Pada Hari Kamis, Tanggal 30 Januari 2020

' DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
| KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2020




DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprapto No. | Karawang
Telp. : (0267) 414168 - 405151 - 402202 - 414166 Fax. ; (0267) 412293

Karawang. 1% lanuan 2020

P O AHT (K15 ,.|G":.|' DR Kepada
Lampiran | (satu) Berkas Yth. Bupati Karawang
Hal : Rapat Pembahasan Pansws €. Sekretaris Daerah
DPRD Kabupaten Karawang Kabupaten Karawang
di -

KARAWANG

UNDANGAN

. Drasar;
a. Hupat Panpurna DPRD Kabupaten Karawang tanggal 2% November 2019 Tentang
Pembentukan Pansus Raperda Tentang Pansus Penyerahan Prasarana, Samana &

() Utilitas Perumshan dan Permukiman,

b Program Kerja Pansus Raperda tentang Pansus Penyerahan Prasarans, Sarana &
Lnalitas Perumshan dan Permuokiman Tabun 2019

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon berkenun kiranva Sandara untuk
dapat menghadirkan Dinas/OPDVLembaga dalam Rapat Pembahiasan Pansus Raperda
tentang temtang Pansus Penyerahan Prasarana, Sarana & Utlites Perumahan dan
Permukiman, yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal  ©  Kamis, 30 Januari 2020

Pukul o 10,00 WIB s.d selesai

Tempat Rumg Rapat DPRD Kabupaten Karawang

Acdira . Rapat Pembahasan Draf Raperda.

Catuatan ¢ Dimokon wntuk tidak mewakilkan dan hadir tepat pada
Wi kTR L.

3. Demikian agar makhom.
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprapto No. 1 Karawang
Telp. : ((0267) 414168 - 405151 - 402202 - 414166 Fax. : (0267) 412293

Nomor
Lampiran
Hal

Karawang 29 Januan 2020

005 / o5 J DPRD Kepada
= Yth, Kepala BPN
Rapat Pembahasan Pansus Kabupaten Karawang
DPRD Karaw
di-
KARAWANG
UNDANGAN

Dasar, Hasil Rapat Badan Musyawarash DPFRD Kabupaten Karawang
langgal 26 - 27 November 2019 tentang Penjadwalan Rencana Kerja DPRD
Bulan November dan Desember 2019.

Schubungan  dengan hal tersebut diatas, kami mohon berkenan kiranya
Saudara’t untuk dapat Hadir dalam Rapat Kena Pansus tentang Pansus Penyerahan
Prasarana, Sarana & Utilitas Perumsahan dan Permukiman DPRD Kabupaten Karawang
yang akan dilaksanakanm pada :

Han / Tanggal Kamis, 30 Januan 2020

Pulkul - 10.00 Wib s/d selesai

Tempat ¢ Ruang Rapat DPED Kabupaten Karawang

Acara . Pembahasan Tentang Draft Raperda Pansus tentang Pansus
Penyershan Pmsarana, Serana & Utilitas Perumahan dan
Permukiman

Demikian atas Kesediaan dan Kerjasamanya kami sampaikan Terima Kasih,




PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

JI. Suprapto No. 1 Telp. (0267) 402202 - 414168 Fax. (0267) 412293 Karawang

NOTA DINAS
Kepada fth. Ketua DPRE Kabupaten Karawang
Darl . Ketua Pansus Raperda Penyerahan Prasarana, Sarana B Utilitas Perumahan dan

Permukiman DPRD Kabupaten Karawang

Tanggal 31 lanuari 2020

Perthal ¢ Laporan hasil Rapat Pembahasan (Pansus) Penyershan Prasarana, Sarana & Utilitas
Ferumahan dan Permukiman

1. Dasar,
a. Rapat Paripurna DPAD Kabupaten Karawang, tentang Pembentukan Pansus — Pansus
DPRD Kabupaten Karawang;
h. Surat Keputusan Ketua DPRD Kabupaten krawang Momor: 005 / 104 / DPRD,
tanggal 24 lanuari 2020 tentang Susunan dan Komposisi Keanggotan Pansus DPRD
n Kabupaten Karawang Tahun 2019,

2. Borkenaan hal tersehut di atas, bersama ini kami sampaikan hasil Rapat Musayawarah
permbentiakan unsur pimpinan Panitia Khusus untuk pembahasan Raperda Penyershan
Brasarana, Sarana & Utllitas Perumahan dan Permukiman, yang dilaksanakan pada :

Harifranggal : Kamis, 30 Januari 2020

Pukw : 10.00 WIB s.d Selesai
Tampat ¢ Ruang Rapat DPRD Kabupaten Karawang
Acara . Rapat Pembahasan Pansus raperda Penyershan Prasarana, Sarana &

Litilitas Perumahan dan Permukiman

3. Hadir dalam rapat :

Kordinator Pansus DPRD Kab. Karawang,
Ketua dan Angpgota Pansus DPRD Kabupaten Karawang;
Kasubid Bappeda Kab. Karawang;

BPN Kab. Karawang;

Kabag Hukum 5etda Kab, Karawang;

Kabid DLHE Kab. Karawang

Kasi PSU PREP Kab. Karawang;

Kabid PIU PREP Kab, Karawang;

Kabid Pengendalian DPMPTSP Kab, Karawang;
j. Kasubid BPEAD Kab. Karawang,

k. Unsur Sekretariat DPAD Kabupaten Karawang.
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£, Resume rapat sebagai berikut :

2. Penverzhan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dari
pengembang kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjamin keberlanjutan
pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan
dan permukiman.

b. Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman berdasarkan
prinsip ;

» Keterbukaan, yaitu masayarakat mengetahul prasarana, sarana dan utilitas yang telah di
serahkan dan atau kemudahan bagl masayarakat untuk mengakses informasi terkait
dengan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas.

» Kepastian Hukum, yaitu menjamin kepastian ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas
di lingkungan perumahan dan permukiman sesual dengan standar, rencana tapak yang
di setujuai oleh Pemerintah Daerah, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat.

» Akuntabilitas, vaitu Proses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas yang dapat di
pertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang — undangan.




» Keberpihakan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan prasarana, sarana dan
utilitas bagl kepentingan masayarakat di lingkungan perumahan dan permukiman.

~ Kebrlanjutan, yaitu Pemerintah Daerah menlamin keberadaan prasarana, sarana dan
utilitas sesual dengan fungsi dan peruntukannya.

£, KESIMPLILAM;

=~ Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana dan
utilitas perumahan dan permukiman bagi masyarzkat, baik masayarakat yang kelas alit
mapun masyarakat biasa.

=~ Pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman  harus

terintegrasi dengan program Pemerintah Daerah dalam hal penganggaran di APBD.
5. Demilkian laperan hasil rapat yang dapat kami sampaikan.
FANITIA KHUSUS RAPERDA
RAFPERDA PANSUS PENYERAHAN PRASARAMA,

SARANA E UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Ketua, Wakil Ketua,

H. ENDANG SODIKIN, 5.Pd,.I,MH H. ACEP SUYATNA, SH




DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprapto No. 1 Karawang
Telp. : (0267) 414168 - 405151 - 402202 - 414166 Fax. : (0267) 412293

DAFTAR HADIR
RAPAT KERJA PANSUS RAPERDA TENTANG PENYERAHAN PRASARANA,
SARANA 8 UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABLUPATEN KARAWANG
Hari | Tanggal ¢ Kamis, 30 Janugr 2020
Pkt ¢ 10.00 wib 5id selesal
Tempat . Ruang Rapat DPRD Kab. Kerawang
ALAME . Pembahazan Pasal Demi Pasal Pangus Raperda tentang Penyerahan PEU
| T ————— e ——— e e -
NO. | NAMA JABATAN TANDA TANGAN
i z 3 4
_
1 [SURYANA, SH KORDINATOR PANSUS o
2 |H ENDANG SODIKIN, 5.Pd.1LMH KETUA PANSUS
3 |H ACEP SUYATNA, SH WAKIL KETUA PANSUS
| 4 |FITRIMELINDA, § Sos ANGGOTA PANSUS
| 5§ [H ABAS HADIMULYAMA, SE ANGGOTA PANSUS
| & |MAHFUDIN ANGGOTA PANSUS
T |KAEMIN KOMARUDIN ANGGOTA PANSUS
B |H ANDA SUHANDA, SE ANGGOTA PANSUS | A R
----- o L L L o] -"'
% |H ISHAK ISKANDAR, 5.50s ANGGOTA PANSUS Eé’r e
™ | 10 [TAUFIK ISMAIL, S.508 ANGGOTA PANSUS - S —
11 [H TATANG TAUPIK ANGGOTA PANSU [ R eRA
12, |Drs. H. MAMAN SUHERMAN, M.Pd ANGGOTA PANSUS i i
13 I NANA SURYANA, 5T ANGGOTA PANSUS A——
14 [H|NURLELAHGARIPIN.SE | . ANGGOTA PANSUS W,
15. |H. TOTO SURIPTO, SE ANGGOTA PANSUS 0 i g

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4 KABUPATEN KARAWANG

KETUA PANSUS
o

H. ANG SODIKIN,S.Pd. MH H. ACEP SUYATNA, SH



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

JI. Suprapto No. 1 Telp. (0267) 402202 - 414168 Fax. (0267) 412293 Karawang

DAFTAR HADIR SEKRETARIAT
DPRD KABUPATEN KARAWANG

HariTanggal . Kamis, 30 Januari 2020

Pukul 10.00 WIB s.d. selesai

Tempat Huang Rapat DPRD Kab. Karawang

Acara FPembahasan Pasal Demi Pasal Pansus Raperda tentang

~ Penyerahan PSU

NG NAMA / NIP JABATAN TANDA TANGAN
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprapto No. | Karawang
Telp. : (0267) 414168 - 405151 - 402202 - 414166 Fax. : (0267) 412293

DAFTAR HADIR UNDANGAMN RAPAT KERJA PEMBAHASAN PANSUS
TENTANG PENYERAHAN PSU
KOMISI Il DPRD KABUPATEN KARAWANG

HariTanggal . Kamis, 30 Januan 2020
Pukul 10.00 WIB s./d. selesai
Tempat - Ruang Rapat DPRD Kabupaten Karawang
Acara : Pembahasan Pasal Demi pasal Pansus Raperda tantang
i Penyerahan PSU.
[
NO NAMA JABATAN NO. HP TANDA
TANGAN
| 1 2 | 3 4 5
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
KOMISI I

WAKIL/RETUA

A

H. AGEP SUYATNA, SH




DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprapto No. 1
Telp. : (0267) 414168 - 405151 - 402202 - 414166 Fax. ; [0267) 412293

kKepada
Tanggal
Dan

Perihal

NOTA DINAS

fth. Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang

30 Janwari 2020

Fimpinan Pansus Raperda tentang Raperda Tentang Penvershan Prasarana, Sarana
& Unlitas Perumahan dan Permukiman

Pengajuan Jamuan Makan dan Snack Untuk Kegiatan Rapat Kerja Pansus

Berkenaan akan diadakan Rapat Kerja Pansus Raperda tentang Raperda Tentang

Penverahan Prasarana, Ssrana & Utilitas Perumaban dan Permukiman DPRD
Kabupaten Karawang,

Scbagaimana dasar tersebut diatas, maka Pansus Raperds tentang Raperda

Tentang Penyerahan Prasarana, Sarena & Utilitas Perumahan dan Permukiman DPRD
kabupaten Karawang, bermaksud mengajukan permohonan pengadaan Makan dan
Snack, yang akan dilaksanakan pada :

Han / Tanggal © Kamuis, 30 Januan 2020

Pulkul c 10,00 WIB

Tempat - Ruang Rapat DPRD Kabupaten Karawang
Acara © Rapat Pembahasan Draft Raperda

Demikian Nota Dinas ini kami sampaikan, atas perhatizannya kami ucapkan

lerima kasih

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
KETUA PANSUS

H. ENDANG SODIKIN, S.Pd.I.MH




DOKUMENTASI HARIL RAPAT PANSUS PENYERAHAN PRASARANA,
SARANA & UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN




